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ABSTRAK

Erina Putri Purnama Amir, Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan Di
Tanggul Pantai Cempae ( dibimbing oleh Abd. Wahidin dan Abd. Rasyid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan
sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare serta menganalisis faktor
pendukung dan kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Informan terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup,
Kelurahan Cempae, pengelola TPS3R, pelaku UMKM, dan masyarakat. Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis

menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan
melalui kemitraan antara DLH, Kelurahan, TPS3R, masyarakat, RT/RW, komunitas
lingkungan, UMKM, dan sektor swasta. Bentuk kemitraan meliputi kegiatan bersih
pantai, sosialisasi, pengangkutan dan pemilahan sampah, serta penguatan
kelembagaan TPS3R. Kemitraan ini memberikan dampak positif terhadap kebersihan
kawasan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum
optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai
peran masing-masing pihak, serta belum optimalnya operasional TPS3R.
Keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan
partisipasi masyarakat, optimalisasi fungsi TPS3R, dan kolaborasi yang berkelanjutan

antaraktor.

Kata kunci: Dinamika Pengelolaan Sampah, Pola Kemitraan, Partisipasi

Masyarakat, TPS3R, Tanggul Pantai Cempae.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi
a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan
< Ba b Be
< Ta t Te
< Tha th tedan ha
z Jim J Je
ha (dengantitik di
< "3 : bawah)
z Kha kh kadan ha
2 Dal d De
3 Dhal dh de dan ha
B Ra r Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
B Syin sy esdan ye
o= Shad $ es (dengantitik di

xii



bawah)
de (dengantitik di
U=l Dad d
bawah)
te (dengantitik di
L Ta t
bawah)
zet (dengantitik di
L Za z
bawah)
& ain ‘ Komaterbalikkeatas
¢ Gain g Ge
s Fa f Ef
3 Qaf q Qi
Sl Kaf k Ka
J Lam I El
2 Mim m Em
o Nun n En
B) Wau w We
4 Ha h Ha
s Hamzah ’ Apostrof
< Ya y Ye

Hamzah () yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika
terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).
b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasi sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
\ Fathah a A
| Kasrah i I
| Dammah u U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

fathahdanya

ai

adani

fathahdanwau

au

adanu

Contoh:
caX: kaifa

Jds: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf
Nama Nama
danHuruf danTanda

o fathahdanalifatau N

/b a a dangaris di atas
ya
(s Kasrahdanya 1 i dangaris di atas
¥ Dammahdanwau a u dangaris di atas

Contoh:




Al :mata
D rama
dé  qila
&5 yamiitu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua:
1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah [t].
2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

4 4a3; craudah al-jannahatauraugatuljannah
A=l 250l ¢ al-madinah al-fadilahatau al- madinatulfadilah
&S - al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

(Ev :Rabbana
Bas :Najjaina
Gl - al-haqq
el : al-hajj
Pk nu“ima
e - ‘aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(&), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:
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e :‘Arabi (bukan‘Arabiyyatau‘Araby)
e :*Ali (bukan‘Alyyatau‘Aly)
f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa,
al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-),
contoh:

Sl : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
413150 - al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)
42d0) : al-falsafah
S al-bilddu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak
diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

o8 ;‘G 5 —
U8 <L (fa muruna

¢35 : al-nau’
M :syai’un
&l -Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), sunnah. Namun bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an
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Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-\afz la bi khusus al-sabab
i. Lafzal-Jalalah( <)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

A Dinullah AL, pillah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
allias 5 izh Hum fi rahmatillah

J.  Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini
huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusi

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abi al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammadlbnu)

Nasr Hamid Abi Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nast Hamid

(bukan:Zaid, Nasr Hamid Abii)
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2. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhanahii wa ta‘ala

Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al- sallam

= Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun
W. = Wafat tahun
QS../.4A = QS al-Bagarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ul = daia

9 = O g
R
kb = Ak

o = Aoy

l = o Al A1
t = s

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu
dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor,

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

XViil



Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-
kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagai.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, merupakan tantangan global
yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah plastik
yang tidak terkelola dengan baik telah mencemari berbagai ekosistem, termasuk laut,
yang mengancam keanekaragaman hayati, merusak terumbu karang, dan mengganggu
keseimbangan ekologis.! Di Indonesia, tingginya produksi sampah plastik yang mencapai
jutaan ton per tahun belum diimbangi dengan pengelolaan dan daur ulang yang memadai,
sehingga menimbulkan krisis lingkungan yang serius. Kendala seperti kurangnya
infrastruktur pengelolaan sampah, lemahnya implementasi regulasi, serta rendahnya
kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini. Oleh karena
itu, edukasi dan kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatifnya secara
efektif.?

Di tingkat nasional, upaya penanganan sampah plastik termasuk kebijakan
pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dengan target
pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Strategi ini meliputi
peningkatan kesadaran pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, dan
pengembangan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan
pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM. Pendekatan kolaboratif ini dianggap

sebagai kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan sampah plastik yang kompleks,

! Jurnal Ilmiah Et Al., “Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali: Mengapa
Bisa Terjadi? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya?,” Jurnal Lingkungan, VVol. 8 No.
(2024).

2 Terhadap Kesehatan Dan D A N Lingkungan, “Bahaya Plastik,” 03.1.



terutama di wilayah pesisir dan laut yang rentan terhadap pencemaran.?

Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang jumlahnya berbanding lurus dengan
jumlah penduduk. Apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien, keberadaan limbah
alam pasti akan mengakibatkan rusaknya organisme hidup di sekitarnya. Permasalahan ini
menjadi semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sampah yang tidak
terkelola dengan baik dan masuk ke lingkungan menimbulkan dampak yang kompleks,
misalnya memperburuk nilai estetika lingkungan, memperburuk kualitas sumber daya air,

mengancam biota perairan, dan kesehatan manusia.*

Berdasarkan data yang diinput SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional) dari 338 kabupaten/kota pada tahun 2024, tercatat total timbulan sampah sebesar
36,9 juta ton pertahun. Dari jumlah tersebut, upaya pengurangan sampah baru mencapai
1,36% atau setara dengan 500.334,59 ton pertahun, sedangkan penanganan sampah
mencapai 30,95% atau 11,9 juta ton per tahun. Secara keseluruhan, jumlah sampah yang
terkelola mencapai 32,3% atau 11,9 juta ton per tahun, sementara sampah yang belum
terkelola masih mencapai 67,7% atau 24,4 juta ton pertahun. Dari aspek infrastruktur
pengelolaan, tercatat bahwa sistem TPA control/sanitary landfill menangani sekitar
5.904.453,95 ton pertahun, sedangkan TPA open dumping masih mendominasi dengan
volume 9.594.446,32ton pertahun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya
pengelolaan sampah telah berjalan di Sebagian besar wilayah, tantangan besar masih ada
dalam meningkatkan kapasitas pengurangan, memperluas pengelolaan yang terkontrol,dan

mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka.®

% Jurnal Ilmiah Et Al., “Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali : Mengapa
Bisa Terjadi ? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya ?,” 8.6 (2024), Hal. 2032-41.

4 Muh.Ridwan, Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau
Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar, 2024.

® Menteri Lingkungan, Hidup Dan, Dan Kehutanan Republik, “Portal Sipsn (Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(Klhk), 2024,”
2022.



Permasalahan ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat di berbagali
daerah pesisir, salah satunya di Pantai Cempae Kota Parepare. Sampah laut dan limbah di
kawasan pesisir Pantai Cempae Kota Parepare telah menjadi permasalahan lingkungan
yang semakin kompleks, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan intensitas arus
kiriman sampah dari wilayah sekitar. Sampah yang berserakan di tanggul pantai tidak
hanya berasal dari aktivitas lokal, tetapi juga kiriman dari wilayah lain, seperti Ujung
Lero, yang terbawa arus laut hingga ke pesisir Cempae. Masalah ini mempengaruhi
estetika kawasan wisata dan kenyamanan pengunjung, sekaligus berpotensi mengancam
ekosistem laut dan kesehatan masyarakat setempat. Masalah sampah di kawasan pesisir,
termasuk di Pantai Cempae, semakin mendesak untuk segera diatasi karena berdampak
luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sampah yang didominasi
oleh plastik, botol, kayu, dan limbah domestik tidak hanya mencemari ekosistem laut dan
pesisir, tetapi juga merusak keindahan serta daya tarik kawasan wisata, sehingga
berpotensi menurunkan pendapatan daerah dan kenyamanan pengunjung. Tingginya
volume sampah yang terus bertambah akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan arus
kiriman sampah dari wilayah lain membuat penanganan sampah di Pantai Cempae

menjadi lebih kompleks dan menantang.®

Pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Cempae menghadapi tantangan
serius akibat tingginya volume sampah, baik yang berasal dari aktivitas lokal maupun
kiriman dari daerah lain. Sampah yang menumpuk, khususnya sampah plastik dan limbah
kayu, tidak hanya merusak keindahan dan kenyamanan kawasan wisata, tetapi juga
mengancam ekosistem laut serta kesehatan masyarakat sekitar. Meskipun pemerintah
telah melakukan upaya seperti penyediaan tempat sampah dan pembersihan rutin,
hasilnya belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu

adanya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat,

® Gregorius Pain Purap, “Institut Teknologi Nasional,” Paper Knowledge . Toward a Media History of
Documents, 3.April (2021), hal. 49-58.



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, dan aparat keamanan. Pendekatan
kemitraan ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga
edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sistem monitoring yang
efektif. Contoh nyata kolaborasi seperti ini dapat ditemui di Parepare, di mana
pemerintah bersama TNI dan komunitas lokal secara rutin melakukan kegiatan
pembersihan pantai dan pemasangan alat penahan sampah di pesisir Pantai Cempae,
walaupun tantangan alam dan sosial masih cukup besar. Pendekatan kemitraan berpotensi
menjadi solusi efektif untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dan menjaga

kelestarian lingkungan pesisir.”

Audit sampah menunjukkan bahwa lebih dari 50% sampah yang ditemukan di pesisir
Parepare merupakan sampah plastik sejalan dengan tren nasional di kawasan pesisir
Sulawesi Selatan. Jenis sampah plastik yang mendominasi antara lain low-density
polyethylene, polyethylene terephthalate, polystyrene, dan polypropylene. Selain itu,
ditemukan pula sampah kayu, sisa alat tangkap nelayan, pakaian, dan ban bekas yang

menjadi masalah tambahan di kawasan tanggul Pantai Cempae.®

Kondisi timbulan sampah yang terus meningkat dan belum tertanganinya masalah
pengelolaan sampah secara optimal di Pantai Cempae menunjukkan perlunya pola
kemitraan dalam penanganan sampah di kawasan ini. Pendekatan kemitraan yang
melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
sektor swasta, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mengelola sampah secara
berkelanjutan. Model collaborative governance seperti yang diterapkan di Teluk Penyu,
Jawa Tengah, memperlihatkan keberhasilan melalui komunikasi intensif, pembagian

peran yang jelas, dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Selain itu, kolaborasi

" “Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari Vol 3 No 1 , Agustus 2025 Hal 83-91 Analisis Kesesuaian
Kawasan Wisata Pantai Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Analysis Of The Suitability Of
The Cempae Beach Tourism Area , Soreang District , Parepare City 1 ) Mahasiswa lImu Kelautan
FPIK Universitas Muslim Indonesia , Makassar 2 ) (2025), hal. 83-91.

8 Sembiring Juhardi Syahputra Eko, Novianty Lily, “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan
Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone,” Journal Of
Engineering Research, 10.1 (2023), Hal. 35-45.



multi-pihak di Kabupaten Pasuruan, yang melibatkan pengelolaan TPS terpadu dan
edukasi masyarakat melalui mitra strategis seperti Project STOP, menjadi contoh nyata
kemitraan efektif dalam pengelolaan sampah pesisir. Dengan adanya pola kemitraan yang
terstruktur dan berkelanjutan, tantangan pengelolaan sampah di Pantai Cempae dapat
ditangani secara lebih efektif dan berdampak positif pada kelestarian lingkungan serta

kualitas hidup masyarakat sekitar.®

Landasan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Indonesia diatur secara jelas
dalam berbagai kebijakan dan regulasi nasional yang mendorong pelibatan multi-pihak
secara sinergis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
menetapkan prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) dan menegaskan peran penting masyarakat, pemerintah, sektor
swasta, serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan sampah. Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LHK No.
P.13/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2016 memperkuat pelaksanaan program Bank Sampah
sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan komunitas dan mendorong partisipasi
aktif dalam pengurangan sampah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017
menggarisbawahi strategi nasional pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025
dengan fokus pada penguatan kelembagaan, pendanaan, dan pengelolaan terpadu yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan-kebijakan ini membentuk
kerangka hukum dan strategi yang menegaskan pentingnya kemitraan yang terstruktur
dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam pengelolaan sampah nasional demi menciptakan

lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.*°

Konsep kemitraan dalam pengelolaan sampah menekankan pentingnya kolaborasi
strategis antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta,

masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Model kemitraan ini berfungsi sebagai

% “Collaborative governance,” 2019.
10 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2008,
hal. 1-46.



mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya, kapasitas, dan peran masing-masing
pihak dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Pola kemitraan yang kuat mampu
menciptakan sinergi yang efektif dalam pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan
sampah, serta mendukung pencapaian target pengurangan sampah nasional seperti yang
diwujudkan melalui inisiatif Project STOP dan berbagai kemitraan lokal yang berhasil

mengurangi volume sampah secara signifikan.*

Di level lokal, Pantai Cempae menghadapi berbagai tantangan pengelolaan sampah
yang kompleks, antara lain tingginya volume sampah plastik yang kiriman dari daerah
sekitar, keterbatasan infrastruktur pengelolaan, dan kurangnya kesadaran serta partisipasi
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Kondisi ini mengganggu
fungsi ekologis dan sosial kawasan pesisir yang juga merupakan destinasi wisata dan
sumber penghidupan masyarakat setempat. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan
pendekatan inovatif dan keterlibatan multipihak untuk memperkuat kapasitas pengelolaan

dan meningkatkan efektivitas penanganan sampah.*?

Peluang kolaborasi terbuka dengan adanya berbagai inisiatif kemitraan di tingkat
nasional dan lokal yang melibatkan pemerintah kota, komunitas lokal, LSM, serta sektor
swasta. Contohnya, kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan Komunitas Pengelola
Bank Sampah Jambangan telah berhasil menekan volume sampah ke Tempat
Pembuangan Akhir hingga 50%-60% bulanan melalui mekanisme partisipatif dan
teknologi inovatif. Keberhasilan ini membuka peluang bagi pengembangan pola
kemitraan serupa di Pantai Cempae untuk mewujudkan lingkungan pesisir yang lebih

bersih, sehat, dan berkelanjutan.*®

1P P Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten
Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul),” Journal Of
Politic And Government Studies, 9.2 (2020), Hal. 81-90, Doi:Ejournal.Undip.Ac.ld.

12 program Studi et al., “Arahan Pengelolaan Persampahan Di Kota Pare-Pare ( Studi Kasus:
Kecamatan Bacukiki Barat ) Skripsi,” 2023.

13 Fasihul Lisa et al., “Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah di Jambangan Kota Surabaya,” Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia, 10.1
(2024), hal. 37-56 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/13071>.



Kemitraan dalam pengelolaan sampah berarti ada kerja sama antara berbagai pihak
mulai dari pemerintah, warga, pelaku usaha, hingga komunitas lokal untuk bersama-sama
menangani masalah ini. Melalui kerja sama ini, setiap pihak bisa saling melengkapi peran,
seperti membuat kebijakan, mengedukasi masyarakat, menjalankan kegiatan teknis, hingga
melakukan pengawasan. Namun pada kenyataannya, menjalin kemitraan bukan perkara
mudah. Seringkali muncul kendala seperti komunikasi yang tidak lancar antar-pihak, tidak
jelasnya pembagian tugas, serta perbedaan kepentingan. Meski begitu, masih ada banyak
peluang untuk memperkuat kerja sama ini, misalnya lewat pelibatan komunitas lokal,
pengembangan kapasitas organisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan

sampah.*

Kemitraan dalam pengelolaan sampah di Indonesia telah menunjukkan potensi yang
signifikan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang menonjol
adalah Informal Plastic Collection Innovation Challenge (IPCIC), yang berhasil
membentuk 11 kemitraan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia. Program
ini melibatkan berbagai inovator dari dalam dan luar negeri yang berfokus pada
pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Dengan tujuan untuk mengurangi 70%
sampah plastik pada tahun 2025, IPCIC berkontribusi pada perubahan sistemik di sektor
pengelolaan sampah, mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah,

dan sektor swasta.

Di tingkat lokal, kemitraan dalam penanganan sampah di Tanggul Pantai Cempae
yaitu TPS3R dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). TPS3R adalah tempat
dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang
sampah pada skala kawasan atau komunal. Pengelolaan sampah di TPS3R dikhususkan
kepada masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan atau masih termasuk

kedalam sekitar lokasi TPS3R untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan TPS3R, dan

14 Sri Afnitawaty Rizky, Alfian Prayoga Saputra, Dan Asropi, “Model Collaborative Governance
Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor,” Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.24.1 (2024), Hal.
12-29, Doi:Https://Doi.0rg/10.17509/Jpp.VV24i1.69274.



diharapkan dapat menjadikan kondisi khususnya sosial dan ekonomi masyarakat menjadi
lebih baik™ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non-pemerintah yang
dibentuk secara mandiri oleh sekelompok orang atau komunitas yang peduli terhadap isu-
isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Dalam konteks penanganan masalah sampah,
LSM berperan sebagai mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam
meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, serta mendorong partisipasi aktif warga

dalam menjaga kebersihan lingkungan.®

Selain itu, kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan PT Gikoko Kogyo
Indonesia menunjukkan bagaimana kolaborasi publik-swasta dapat meningkatkan
manajemen persampahan di TPA Tamangapa. Dalam kemitraan ini, PT Gikoko Kogyo
berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
untuk memperbaiki manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah. Meskipun ada
tantangan dalam implementasinya, kemitraan ini menjadi contoh penting bagaimana sektor

swasta dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan.’

Kemitraan yang dibangun melalui berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa
kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam
pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah,
dan sektor swasta secara aktif, diharapkan dapat tercipta solusi inovatif yang tidak hanya
mengurangi pencemaran tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara
keseluruhan. Inisiatif semacam ini perlu terus didorong dan diperluas agar dampaknya
dapat dirasakan secara luas di seluruh Indonesia.

Pendekatan kemitraan dalam pengelolaan sampah yang telah diterapkan secara

nasional mulai diadopsi di tingkat lokal, termasuk di Kota Parepare. Melalui kolaborasi

15 Seri Yanti, “Implementasi Program 3R (Reduce, Reuce, Dan Recycle) Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Di TPS3R Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang,” 2016, hal. 1-23.

16 M.Pd Dr. Zubaedi, M.Ag., Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (kencana, 2013).

17 Zulfan Nahruddin, “Kemitraan Publik-Privat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpa Tamangapa Kota
Makassar,”  Government:  Jurnal  llmu  Pemerintahan, 9.1  (2016), Hal. 11-20,
Doi:Https://D0i.0Org/10.31947/Jgov.VV9i1.231.



intensif antara Pemerintah Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat
keamanan sebagai TNI dan Polri, masyarakat setempat, serta lembaga swadaya
masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan, berbagai kegiatan pengelolaan dan
pembersihan sampah rutin dilaksanakan di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Kegiatan
ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari aparat kecamatan, kelurahan,
RT/RW, hingga kelompok masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan
kawasan pesisir yang menjadi destinasi wisata penting sekaligus pelindung ekosistem
pesisir. Meskipun terdapat tantangan berupa tingginya volume sampah plastik dan kayu
yang terbawa arus laut dan aktivitas manusia, kolaborasi multipihak ini telah berhasil
mengumpulkan dan mengangkut sampah secara signifikan, serta memberikan dampak

positif dalam mengelola kawasan wisata dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Pola kemitraan dalam penanganan masalah sampah di Tanggul Pantai Cempae
melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat
setempat, dan organisasi militer. Kolaborasi ini bertujuan untuk membersihkan dan
menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari pencemaran sampah yang sering terjadi akibat

arus laut dan aktivitas manusia.

Salah satu contoh konkret dari kemitraan ini adalah kegiatan bersih-bersih yang
dilakukan oleh Brigif 11 Badik Sakti, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, dan
warga setempat. Kegiatan ini berlangsung pada 22 Februari 2023, di mana personil TNI
berkolaborasi dengan DLH dan masyarakat untuk membersihkan tumpukan sampah di
pesisir Tanggul Cempae. ** Kegiatan yang di lakukan Brigif 11 Badik Sakti yang
berkolaborasidengan DLH dan masyarakat bertujuan untuk membersihkan tumpukan
sampah di pesisir Tanggul Pantai Cempae sebagai upaya untuk meningkatkan keasadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sampah di pesisir Tanggul Cempae.

Dalam konteks ini, peran DLH sangat penting dalam mengoordinasikan kegiatan

pembersihan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan

18 Kompasiana, ‘Pantai Tanggul Cempae Di Soroti Penuh Dengan Sampah’
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sampah yang baik. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH, Muh Yusuf Aziz,
menyatakan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan pembersihan
sangat diapresiasi karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi
pencemaran di kawasan tersebut. Selain itu, pihak DLH juga telah menyiapkan fasilitas
seperti tempat sampah di lokasi strategis untuk mendorong masyarakat agar tidak

membuang sampah sembarangan.*

Kemitraan ini juga mencakup kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya pemilahan dan pembuangan sampah yang benar. Dalam beberapa kegiatan
sebelumnya, kelompok-kelompok masyarakat lokal telah diajak untuk berpartisipasi dalam
program-program edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak
negatif dari pencemaran sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Melalui pendekatan
ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan

mereka.

Selain itu, pembentukan kelompok pengelola bank sampah juga menjadi bagian dari
pola kemitraan ini. Kelompok ini bertugas untuk mengelola sampah secara lebih efektif
dan berkelanjutan, serta memberikan nilai ekonomi dari limbah yang dikelola. Dengan
adanya bank sampah, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi

juga sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan sampah.

Target Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut pemerintah
Indonesia adalah untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% sebelum tahun
2025. Lima strategi utama digunakan dalam rencana ini: peningkatan kesadaran pemangku
kepentingan, pengelolaan sampah darat, penanggulangan sampah pesisir dan laut,

mekanisme pendanaan, dan penguatan kelembagaan.?® Untuk mencapai tujuan tersebut,

19 Muhammad Tohir, “Pantai Tanggul Cemape Penuh Sampah, Dlh Parepare: Anggota Secepatnya
Turun,” 2023 <Https://Www.Pijarnews.Com/Pantai-Tanggul-Cempae-Penuh-Sampah-DIh-Parepare-
Anggota-Secepatnya-Turun/>.

20 Sajaran Pers, “Pemerintah Siapkan 5 Strategi Penanganan Sampah Laut,” Kementrian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Pejabat Pengelolah Informasi Dan Dokumentasi, 2019.
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juga penting untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga penelitian dan

organisasi non-pemerintah.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks di wilayah pesisir,
yang secara ekologis rentan terhadap pencemaran dan secara sosial-ekonomi bergantung
pada kualitas lingkungan laut. Salah satu wilayah pesisir yang menghadapi persoalan
tersebut adalah Tanggul Pantai Cempae di Kota Parepare. Kawasan ini tidak hanya
berfungsi sebagai pelindung pantai dan ruang publik, tetapi juga sebagai destinasi wisata
dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun, tingginya volume sampah baik
yang berasal dari aktivitas lokal maupun kiriman dari wilayah lain melalui arus laut

menjadikan kawasan ini rawan pencemaran lingkungan.

Meskipun pola kemitraan tersebut telah berjalan, realitas di lapangan menunjukkan
bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae belum sepenuhnya efektif dan
berkelanjutan. Berbagai kendala masih ditemui, seperti koordinasi antar-aktor yang belum
optimal, pembagian peran yang kurang jelas, serta keberlanjutan program yang sangat
bergantung pada kegiatan insidental. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan
kemitraan saja belum cukup tanpa pengelolaan hubungan antar-aktor yang terstruktur dan

berkesinambungan.??

Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus mengkaji dinamika
pengelolaan sampah berbasis pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae, terutama yang
menelaah bagaimana hubungan antar-aktor terbentuk, bagaimana peran dan koordinasi
dijalankan, serta bagaimana kendala dan keberlanjutan kemitraan tersebut dalam praktik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan

2L Program Studi IImu Kelautan, “Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Cempae Kota
Parepare,” 2025.

22 dan Asropi Sri Afnitawaty Rizky, Alfian Prayoga Saputra, “Model Collaborative Governance
Pengelolaan Persampahan, Jurnal Penelitian Pendidikan,” 24 No. 1 (2024).
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sampah atau kebijakan pemerintah, sementara dimensi sosial berupa dinamika kemitraan di
tingkat komunitas pesisir masih relatif kurang mendapat perhatian.?

Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai
pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Kegiatan seperti sosialisasi pemilahan sampah dari rumah hingga pelatihan daur ulang di
berbagai daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara
aktif dalam penanganan masalah ini.>* Dengan dukungan teknologi dan pendidikan yang
tepat, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan
laut demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka calon peneliti
tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Dinamika Pengelolaan Pola
Kemitraan Di Tanggul Pantai Cempae.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini telah dirumuskan menjadi

pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai
Cempae Kota Parepare?

2. Faktor — factor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan antar
pihak pemerintah, swasta dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi keluarga broken home
memengaruhi perilaku sosial dan keagamaan anak-anak. Secara khusus, penelitian ini akan
mengeksplorasi:

1. Untuk mengetahui bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai
Cempae Kota Parepare.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan
kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.

23 Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten
Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul).”

24 Ambroise Brenier, ‘Cara Indonesia Memerangi Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Dari
Sumbernya Di Darat’, Worldbank.Org, 2023.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terkait ini bertujuan untuk memverifikasi adanya studi-
studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik ini. Beberapa penelitian

terdahulu yang relevan mencakup:

1. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Muh.Ridwan , yang berjudul Perilaku

Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang
Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap pengelolaan
sampah rumah tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif
observasional dan bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam
pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pengetahuan masyarakat tergolong baik (76,5%), sikap masyarakat
baik (60,3%), namun tindakan masih kurang baik (51,5%).%
Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengangkat isu
pengelolaan sampah di konteks Sulaweai Selatan dan pentingnya peran
masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti
adalah metode dan pendekatan sangat berbeda, metode dan pendekatan
penelitian kualitatif dengan fokus-fokus sosial kultural.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara A. Aditya Prayoga yang berjudul
Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam
Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Tujuan

penullisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang

25 Muh.Ridwan, Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau
Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar.
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terjadi dalam pengelolaan permasalahan sampah di Kabupaten Bone
khususnya daerah yang menjadi representative Kota Bone yakni Kecamatan
Tanete Riattang. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance
dari Ansell dan Gash yang mencakup empat indikator: kondisi awal (starting
conditions), desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses
kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat berjalan baik tetapi belum optimal. Persamaannya
dengan penelitian ini terletak pada fokus kolaborasi antara aktor pemerintah
dan masyarakat, sedangkan perbedaannya ada pada lokasi, teori, dan fokus—
penelitian ini lebih menekankan dinamika sosial kemitraan di tingkat
komunitas.?®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada
adanya unsur kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sampah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti
adalah perbedaannya terletak pada lokasi, teori yang digunakan, serta fokus
kajian di mana penelitian menekankan aspek tata kelola pemerintahan, dan
peneliti lebih berorientasi pada dinamika sosial serta kemitraan di tingkat
komunitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Febri Zulkarnain mahasiswa
Universitas Hasanuddin. Dengan judul “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah
dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”. Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan kemitraan dalam
pengelolaan sampah di bidang kebersihan lingkungan dengan melihat dari
mekanisme dari kemitraan tersebut yang memiliki indikator yaitu di bidang
kontrak dan kesepakatan, bantuan dana, struktur, dan insentif menurut konsep
hollow state. menggambarkan hasil dari pemusnahan Landfill Gas, dan

manfaat bagi masyarakat sekitar TPA Tamangapa maupun masyarakat

26 Syahputra Eko, Novianty Lily, “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam
Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.”
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Pemulung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk
menggambarkan mekanisme kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan
PT Gikoko Kogyo Indonesia melalui proyek Clean Development Mechanism
(CDM) di TPA Tamangapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan
berjalan baik pada tahap awal, namun menghadapi kendala administratif dan
teknis pasca berakhirnya perjanjian dengan Bank Dunia. Persamaannya
dengan penelitian ini adalah fokus pada kemitraan dalam pengelolaan sampah,
sedangkan perbedaannya terdapat pada konteks (TPA kota vs kawasan pantai)
dan bentuk aktor yang terlibat (swasta vs komunitas lokal).’

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama
membahas sampah sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian
peneliti Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan
Sampah di PT, sedangkan peneliti penanganan sampah pola kemitraan tanggul

pantai cempae.

Dari ketiga penelitian tersebut, tampak bahwa studi terdahulu lebih banyak
menyoroti perilaku masyarakat, tata kelola pemerintah, dan kemitraan formal antara
pemerintah dan swasta. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji pola
kemitraan berbasis komunitas di wilayah pesisir seperti di Tanggul Pantai Cempae.
Inilah celah penelitian yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni menelaah bagaimana
dinamika sosial dan hasil penanganan sampah melalui pola kemitraan di tingkat

masyarakat pantai.

. Landasan Teori

Teori Struktural Fungsionalisme

Teori Struktural Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem sosial

yang kompleks, terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan saling

21 Febri Zulkarnain, “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di
Kota Makassar,” Universitas Hasnuddin, 2018, Hal. 121, Doi:Core.Ac.UK.
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bergantung untuk menjaga stabilitas sosial dan keteraturan (Parsons, 1951). Setiap
bagian, termasuk institusi, norma, dan kelompok sosial, memiliki fungsi spesifik
yang mendukung keberlanjutan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam
pengelolaan sampah, fungsi ini terlihat pada keterlibatan berbagai elemen sosial
seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendukung yang berperan
menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan secara terpadu. Pendekatan ini
menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antar elemen tersebut agar dapat
tercapai kestabilan sosial dan kelestarian lingkungan (Nurfadhillah & Rahmawati,
2024; Praditya, 2023).%

Teori Fungsional Struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, Integritas,
Fungsi, Koordinasi dan Konsensus. Konsep fungsionalisme maupun unsur-unsur
normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Teori fungsional
menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang kompleks, terdiri

atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Parsons mengatakan bahwa teori-teori sosiologi modern tahun 1986, masyarakat
akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-
lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada
masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan
baik dan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka
hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat maka hal ini akan menciptakan

stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014).

Parsons menekankan pentingnya fungsi sosial yang menjaga keteraturan
masyarakat, sedangkan Merton memperluasnya dengan konsep fungsi manifest dan

laten. Fungsi manifest adalah tujuan yang disadari (misalnya menjaga kebersihan

28 Annisya Nurfadhillah Et Al., “Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bogor
Melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme,” 7.April (2024), Hal. 49-62.
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pantai), sedangkan fungsi laten adalah dampak tidak langsung seperti meningkatnya
solidaritas sosial (Merton, 1968).

Teori  Struktural fungsional dikenal dengan teori fungsionalisme dan
fungsionalisme struktural. Struktural Fungsional mempunyai dalam teorinya
menekankan pada keteraturan. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem
sosial (social system) yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam
keseimbangan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap struktur maupun tatanan dalam
sistem sosial akan berfungsi pula pada yang lain, sehingga bila tidak ada fungsional,
maka stuktur ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Stuktur dan tatanan adalah
merupakan fungsional bagi masyarakat tertentu. Teori ini cenderung memusatkan
kajianya pada fungsi dari suatu fakta sosial (social fact) terhadap fakta sosial lain.
Talcott Parson maupun Robert K Merton dianggap sebagai struktural fungsionalist
perspektif (perspektif functionalism) karena dua alasan, yaitu (1) menjelaskan
hubungan fungtionalis dengan pendahulunya, terutama Durkheim, Brown dan
Malinowski; (2) tokoh aliran ini menyebutnya dengan istilah fungsionalisme (Mere,
2007:90).

Teori fungsional Struktural yang sering disebut dengan teori integrasi atau teori
konsensus yang dilahirkan oleh pemikir-pemikir klasik, diantaranya Socrates, Plato,
Augus Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K Merton dan Talcot Parson.
Mereka membicarakan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan
menganalisis phenomena sosial dan kultural. Langkah-langkah utama dalam elaborasi
teori sosial yang menghadang aktor-aktor sosial yang meletakkan tantangan-
tantangan yang dihadapi sistem sistem sosial bila ingin stabilitas sosial selalu

terjaga.”®

29 lvanka Angelina Dheyanita Prasada, Ketut Sedana Arta, Dan | Wayan Putra Yasa, “Klenteng Su San
Yee Di Kelurahan Banjar Jawa, Buleleng, Bali (Sejarah Dan Strukturnya Sebagai Potensi Media
Pendidikan Multikultur),” Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah, 10.2 (2022), Hal. 14-27,
D0i:10.23887/Jjps.VV10i2.42277.
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Asumsi dasar dari pendekatan struktural fungsional ini adalah anggapan bahwa
masyarakat terintegrasi atas kesepakatan para anggotanya mengenai nilai-nilai
kemasyarakatan tertentu. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut yang nantinya memiliki
kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara
anggotanya sehingga secara fungsional masyarakat terintegrasi menuju suatu bentuk
ekuilibrium. Teori ini berfokus pada keteraturan dan mengabaikan konflik di
masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest,

dan keseimbangan.

Dalam teori fungsional, Parsons mengartikan suatu fungsi sebagai kumpulan
kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan
sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin ada empat fungsi penting
yang dibutuhkan semua sistem, yaitu adaptation (A), goal attainment (G), integration
(1), dan latency (L). Keempat fungsional ini dikenal dengan skema AGIL.

Fungsi dihubungkan sebagai segala kegiatan yang ditujukan kepada memenubhi
kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan
mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi, antara lain:

1. Adaptation (adaptasi) Berarti suatu keharusan bagi sistem sosial dalam
menghadapi dan menanggulangi lingkungan di sekitar dengan baik. Sistem sosial
tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan agar kebutuhannya dapat

tercapail.

2. Goal attainment (pencapaian tujuan) Berarti suatu sistem harus melakukan

tindakan yang berdasar pada semua tujuannya.

3. Integration (integrasi) Suatu sistem sosial menciptakan interrelasi antarpara
anggotanya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting
lainnya (A, G, L). Dalam integrasi ini, para anggota harus bekerja sama demi

terciptanya tujuan yang ingin dicapai.
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4. Latency (pola pemeliharaan) Sistem harus mempertahankan, memperbaiki, dan
memperbarui, baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang

mempertahankan dan menciptakan motivasi-motivasi itu.

Dalam skema AGIL: Pemerintah berperan dalam fungsi Adaptation dan Goal
Attainment melalui kebijakan dan program pengelolaan sampah; Masyarakat
menjalankan Latency dengan menjaga nilai kebersihan; LSM mendukung Integration
dengan memperkuat kolaborasi; sedangkan TPS3R berperan pada Adaptation dan

Latency melalui inovasi dan edukasi daur ulang sampah.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat di sini sebagai sistem yang
memiliki struktur dan terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga
mempunyai fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang
berbeda-beda ada pada setiap masyarakat modern maupun primitif. Misalnya,
lembaga sekolah yang mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada pada
generasi selanjutnya. Lembaga politik menjaga kestabilan sosial sebagaimana
mestinya. Semua lembaga akan saling melakukan interaksi dan saling menyesuaikan
yang bertujuan untuk keseimbangan. Apabila terjadi hal yang menyimpang, maka

lembaga yang lainnya akan mengambil langkah penyesuaian.

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda
menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan
sehingga melembaga. Pola-pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.
Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu
melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Caranya dengan mekanisme

sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial.?°

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada

hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling

30 Sean P Collins Et Al., “Landasan Teori Struktural Fungsional Talcott Person,” 2021, Hal. 167-86.
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tinggi. Lalu pada tingkat integrasi menurut Parsons terjadi dengan dua cara. Cara
pertama adalah masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau
kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Cara yang kedua adalah
tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan segala sesuatu yang ada di tingkat yang
lebih rendah.

Teori fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Talcott Parsons ini
dikembangkan oleh Sosiolog Eropa sehingga membuat teori ini bersifat empiris,
positivistis, dan ideal. Ada asumsi bahwa tindakan manusia itu bersifat sukarela.
Maksudnya ialah tindakan-tindakan manusia tersebut didasarkan pada dorongan
kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang telah disepakati
sebelumnya secara bersama-sama. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan
untuk memilih alat atau sarana yang dibutuhkan. Tujuan yang akan dicapai itu
dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi kondisi dan apa yang dipilih tersebut

dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma.

Selain itu, Talcott Parsons menilai bahwa tindakan itu terjadi pada suatu
kondisi yang unsurnya sudah pasti. Sedangkan unsur-unsur lainnya digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kata lain tindakan diasumsikan sebagai
kenyataan sosial terkecil dan mendasar yang unsur unsurnya berupa alat, tujuan,
situasi, dan norma. Tindakan individu pelaku dengan alat yang ada akan mencapai
tujuan dengan berbagai macam cara, dan individu itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi
yang dapat membantunya memilih tujuan dengan bimbingan nilai dan ide serta

norma.!

Teori struktural fungsional menekankan bahwa masyarakat merupakan
sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan menjalankan

fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup sistem sosial

31 Dhayu Susanti, “Peran Penghayat Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Dalam Melestarikan
Tradisi Suran Di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk,” Theses lain Kediri, 2022,
Hal. 29 <Https://Etheses.lainkediri.Ac.ld:80/1d/Eprint/6369>.
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tersebut. Dengan demikian, setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran penting
yang saling melengkapi guna menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks ini,
pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae dapat dilihat sebagai salah satu
fungsi sosial yang esensial untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan

kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Talcott Parsons, sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama
yakni Adaptation (penyesuaian terhadap lingkungan), Goal Attainment (penetapan
tujuan bersama), Integration (pemeliharaan kesatuan dan koordinasi antar elemen
sosial), dan Latency (pemeliharaan pola budaya dan nilai). Dalam pengelolaan
sampah, fungsi Adaptation terlihat dari kemampuan masyarakat dan berbagai
lembaga dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan pantai yang rentan
terhadap pencemaran. Fungsi Goal Attainment tercermin dari adanya tujuan
bersama menjaga kebersihan dan kelestarian pantai demi kepentingan bersama baik

dari sisi ekologi maupun ekonomi.

Selanjutnya, fungsi Integration dapat diamati melalui pola kemitraan antar
stakeholder seperti pemerintah, komunitas lokal, aparat keamanan, dan organisasi
masyarakat. Kerjasama ini menjadi mekanisme pemersatu yang memastikan setiap
pihak berperan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Sedangkan fungsi
Latency melibatkan upaya menjaga nilai dan norma kebersihan serta kesadaran

kolektif yang mendukung keberlangsungan pola kemitraan.

Pandangan Merton memperkaya teori ini dengan membedakan fungsi
manifest dan laten dari setiap tindakan atau struktur sosial. Fungsi manifest adalah
tujuan yang disadari dan diinginkan, misalnya pengelolaan sampah untuk
menciptakan lingkungan bersih. Sementara fungsi laten adalah efek tidak langsung
yang muncul, misalnya memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab antar

warga dalam menjaga lingkungan mereka.
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Konsep merton tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi
saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum
tidak berfungsi.Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja menurut kepentingan orang-
orang yang terlibat. Karena itu, seorang sosiolog mesti bertanya: “berfungsi atau tidak

berfungsi untuk siapa ?”.

Merton dalam analisa fungsionalnya menambahkan gagasan Fungsi manifest
dan fungsi laten. Fungsi Manifest adalah fungsi yang diharapkan dan fungsi laten
adalah fungsi yang tidak diharapkan. Pembedaan yang dibuat oleh merton tentang
fungsi manifest dan laten lebih jauh memperjelas analisa fungsional dan

mengimbangi teori fungsional parsons.3?

Dengan demikian, teori struktural fungsional memberikan kerangka yang
komprehensif untuk menganalisis bagaimana pola kemitraan dalam penanganan
sampah di Tanggul Pantai Cempae tidak hanya menghasilkan fungsi yang nyata tapi
juga membangun fungsi sosial yang memperkokoh jaringan sosial dan nilai-nilai
lingkungan. Kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berpotensi
menimbulkan disfungsi sosial, yang dalam kasus ini dapat berdampak pada

kerusakan lingkungan dan gangguan keseimbangan sosial masyarakat pesisir.

Dalam pengelolaan sampah, peran berbagai pihak sangat penting untuk mencapai
keberhasilan yang berkelanjutan. Berikut adalah uraian mengenai peran dan fungsi
pemerintah, masyarakat, LSM, dan TPS3R dalam konteks landasan teori pengelolaan

sampah di Tanggul Pantai Cempae:

a. Pemerintah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan, pengaturan,
dan pengawasan pengelolaan sampah. Melalui berbagai dinas terkait, pemerintah

menyediakan fasilitas dan membangun kemitraan dengan masyarakat serta

%2 Haura Nabila Dan Arif Rahman Hakim, “Banua Seribu Ayunan : Tradisi Baayun Maulid Sebagai
Wisata Religi Berkelanjutan Di Masjid Keramat Banua Halat,” Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial, 3.1
(2025), Hal. 1-14.
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lembaga lain untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Peran ini juga
mencakup fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan dalam teori struktural
fungsional .

b. Masyarakat memegang peran sentral sebagai pelaku utama pengelolaan sampah
dari sumbernya. Partisipasi aktif masyarakat melalui pemilahan sampah, gotong
royong, dan bank sampah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampabh.
Mereka juga berperan dalam menjaga nilai dan norma kebersihan yang
berkelanjutan.>*

c. LSM menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan
memberikan edukasi kepada masyarakat. LSM berfungsi sebagai penghubung
antara pemerintah dan masyarakat serta membantu mendorong keterlibatan aktif
warga dalam program pengelolaan sampah. Mereka juga memperkuat integrasi
sosial dalam kemitraan pengelolaan sampah.3*

d. TPS3R berperan sebagai fasilitas untuk pengelolaan sampah berbasis prinsip
reduce, reuse, recycle di tingkat komunitas. TPS3R membantu mengurangi
volume sampah yang dibuang ke TPA dan memberikan nilai ekonomi melalui
pemanfaatan ulang limbah. Selain itu, TPS3R berfungsi sebagai sarana edukasi
bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung

jawab.3¢

Dengan demikian, analisis pengelolaan sampah dalam penelitian ini

menggunakan kerangka struktural fungsional untuk memahami bagaimana pola

33 Pemerintah Kecamatan Bahodopi Dan Bahodopi Disctrict Government, “Peran Pemerintah Dalam
Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi,” 1.2 (2025), Hal. 41-57.

3 Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo, Dan Akhmad Arif Amin, “Analisis Persepsi Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan,” Jurnal Pengelolaan
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal Of Natural Resources And Environmental Management),
8.1 (2018), Hal. 7-14, D0i:10.29244/Jpsl.8.1.7-14.

% Muhamad Khafid Rifai, Hartati Kartikaningsih, Dan Agus Susilo, “Optimalisasi Reduksi Sampah
Dengan Keterlibatan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Perkotaan Di Tps-3r Janti Berseri
Waru-Sidoarjo,” Jurnal llmu Lingkungan, 22.6 (2024), Hal. 1562—72, Doi:10.14710/Jil.22.6.1562-
1572.

% Loang Baloq, “Jannah Dkk 2024 _Hambatan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai
Loang Balog,” 4.1 (2024), Hal. 89-94.
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kemitraan antar aktor dapat menjamin kelangsungan fungsi sosial yang krusial.
Pemerintah sebagai pelaku Adaptasi dan pencapaian tujuan menetapkan kebijakan
dan pengawasan, masyarakat melakukan integrasi melalui pengelolaan langsung
dan kesadaran kolektif, sementara LSM dan TPS3R menjaga fungsi Latency untuk
mempertahankan nilai dan norma kebersihan secara berkelanjutan. Kegagalan
dalam menjalankan fungsi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan
lingkungan yang serius, menghambat keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan

pantai penelitian.®’

C. Kerangka Konseptual

1. Dinamika Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinamika merupakan gerak dari
dalam, tenaga menggerakkan, ataupun semangat. Dinamika sendiri bisa diartikan sebagai
gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara terus-
menerus hingga mengakibatkan terjadinya perubahan tata hidup masyarakat yang
bersangkutan. Istilah dinamika biasa digunakan dalam berbagai macam bidang, mulai dari
ekonomi, musik hingga sosial. Dinamika juga memiliki sifat dinamis yang bisa diartikan
sebagai suatu hal yang tak bisa diam dan akan selalu berpindah. Jika dalam konteks
individu atau kelompok, dinamika bisa diartikan sebagai sumber kekuatan agar bisa terus
melakukan adaptasi serta penyesuaian diri dengan lingkungan.

Dinamika pengelolaan merujuk pada proses perubahan kontinyu, interaksi timbal
balik, dan adaptasi dalam sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor, sumber
daya, dan faktor eksternal yang saling memengaruhi. Secara etimologis, "dinamika"
berasal dari bahasa Yunani dynamis yang berarti kekuatan atau gerakan, sehingga
dinamika pengelolaan menggambarkan bagaimana elemen-elemen pengelolaan (manusia,
institusi, teknologi, lingkungan) bergerak, bereaksi, dan berevolusi terhadap tekanan

internal maupun eksternal. Proses ini bersifat non-linear, di mana perubahan kecil pada

87 Zulkarnain, “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota
Makassar.”
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satu komponen dapat memicu transformasi sistemik yang signifikan, seperti fluktuasi

inflow sampah musiman yang memerlukan penyesuaian strategi kemitraan.*

2.

Pola Kemitraan

Pola Kemitraan dalam konteks pengelolaan sampah adalah model kerjasama antara

berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bertujuan untuk

mengoptimalkan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Pola ini

didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan manfaat bersama (mutual

benefit), sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh keuntungan sesuai

kontribusinya.

Beberapa karakteristik pola kemitraan pengelolaan sampah yang umum ditemukan

adalah:

a)

b)

Kesetaraan dan Keterbukaan

Semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Proses kemitraan dilakukan secara
transparan dan inklusif.*°

Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Kerjasama ini dirancang agar setiap pihak mendapatkan keuntungan, baik secara
ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Misalnya, masyarakat mendapatkan akses
pengelolaan sampah yang lebih baik dan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah,
sementara pemerintah dapat mengurangi beban biaya dan memperpanjang umur
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).*

Kolaborasi Multi-Pihak

Melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, pengelola sampah, komunitas

38 Sean P Collins Et Al., “Landasan Teori Struktural Fungsional Talcott Person,” 2021, Hal. 167-86.

%9 Fasihul Lisa And Others, ‘Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah Di Jambangan Kota Surabaya’, Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah,
Indonesia, 10.1 (2024), Pp. 37-56

40 Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten
Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul).” Journal Of
Politic And Government Studies, 9.2 (2020), Pp. 81-90, Doi:Ejournal.Undip.Ac.ld.

4 Lisa Et Al, “Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah Di Jambangan Kota Surabaya.”
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lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Contohnya, kemitraan antara Pusat
Daur Ulang Sampah (PDU) dengan Bank Sampah dan pemerintah kota yang saling
mendukung operasional dan keberlanjutan pengelolaan sampah.*?

Fleksibilitas Mekanisme

Pola kemitraan dapat berupa kerjasama langsung (MoU), sistem pembayaran
berdasarkan volume sampah yang diangkut, atau model Public-Private Partnership
(PPP) dengan sistem Build-Operate-Transfer (BOT) untuk pengelolaan infrastruktur
sampah.*®

Efesiensi Bekelanjutan

Melalui kemitraan, pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dari segi biaya dan
operasional, serta mendukung pengurangan sampah yang masuk ke TPA melalui
pemilahan, daur ulang, dan pengolahan lokal seperti TPS 3R (Tempat Pengolahan
Sampah Reduce, Reuse, Recycle).**

Contoh penerapan pola kemitraan yang berhasil dapat dilihat pada pengelolaan

sampah di Surabaya dan Semarang, di mana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat

melalui Bank Sampah dan TPS 3R mampu mengurangi timbulan sampah hingga 50-60%

dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.*®

3.

Pengelolaan Sampah

Sampah sekarang menjadi masalah bagi semua kalangan masyarakat. Perbedaan

antara jumlah sampah yang diolah dan sampah yang dihasilkan menjadi tidak seimbang

422 Tsril, Rury Febrina, Dan Zulfa Harirah, “Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan
Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru,” Nakhoda: Jurnal llmu Pemerintahan, 17.1 (2019), Hal. 60,
Doi:10.35967/Jipn.V17i1.7059.

43 Charles Kopioru, ‘Analisis Kebijakan Kemitraan Kelola Sampah Antara Pemerintah Daerah Dengan
Pihak Swasta Di Kota Kupang’, Inovasi Kebijakan, 7 No.1 (2022)

4 Lisa Et Al, “Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah Di Jambangan Kota Surabaya.”

4 Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten
Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul).”Doi:
Ejournal.Undip.Ac.ld
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karena sampah semakin menumpuk setiap hari. Aktifitas manusia, pertumbuhan populasi,
dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap memengaruhi hal ini. Seiring

kemajuan gaya hidup manusia, semakin banyak sampah yang diproduksi.

"Kebersihan adalah sebagian dari iman."
(HR. Muslim)

Krisis lingkungan hidup telah menjadi masalah pada abad saat ini, dikarenakan
perkembangan teknologi yang telah membuat manusia lupa dengan keadaan sumber daya
alam.** Dalam lingkungan hidup manusia dan ekosistem merupakan satu kesatuan yang
sangat berhubungan, di mana pembangunan yang direncanakan oleh negara-negara yang
sedang melakukan pembangunan harus di sertai pengawasan melalui pengelolaan
lingkungan hidup yang baik untuk mencegah dampak yang buruk dalam pembangunan.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, sampah telah menjadi sebuah masalah
yang sulit terselesaikan di Indonesia. Mengingat sulitnya untuk mengelola sampah
menjadi bahan yang berguna dan kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya
pengelolaan sampah. Sampah telah menyebabkan masalah yang perlu diselesaikan, mulai
dari pencemaran lingkungan hingga banjir yang diakibatkan aliran air tertutup dengan
sampah.

Menurut Azwar menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu
yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang.*” Dapat Kita
diperjelas memang sampah menjadi sebuah benda yang tidak berguna tetapi dalam
kenyataanya, banyak masyarakat yang tidak sadar mengenai dampak yang ditimbulkan

dari sampah.

% Tamaulina Br. Sembiring, “Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kosep Dan Teori),” 2022,
Doi:Https://Www.Google.Co.ld/Books/Edition/Pengelolaan_Lingkungan Hidup_Konsep_Dan/Du9be
aaaqgbaj ?HI=En&Gbpv=0.

47 Sembiring, “Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kosep Dan Teori).”
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Menurut Gunawan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia
yang begitu kompleks. “® Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau
sampah. Jumlah volume sampah yang akan dikelurkan sama jumlahnya dengan sampah
yang digunakan. Sampah juga dapat disebut dengan bahan apapun atau sebuah benda
yang sudah digunakan dalam suatu kegiatan apapun oleh manusia dan dibuang. Sampah
yang ditimbulkan dengan volume yang banyak biasanya penggunaan suatu bahan dan
benda hanya terpakai sekali saja lalu dibuang, sehingga volume sampah yang
ditimbulkan semakin banyak karena kegiatan manusia sehari-hari dalam menggunakan
benda atau bahan hanya sekali pakai.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau
proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik
adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan
pengelolaan khusus. Secara aturan pengelolaan sampah telah di atur secara kompeks oleh
pemerintah, kebijakan yang telah diberikan wadah kepada masyarakat agar senantiasa
dalam menjaga kebersihan.

Era saat ini kebanyakan masyarakat lebih tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah, sehingga dalam konteks pengelolaan sampah dibutuhkan hukum yang pasti
dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab hingga kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah.* Peran masyarakat selaku objek dalam pelaksanaan peraturan bisa berjalan
optimal dan efektivitas penerapan peraturan tentang pengelolaan sampah tersebut.
Melihat dari sudut kebijakan yang sangat kompleks diatur oleh pemerintah, diharapkan
pemerintah bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada masyarakat agar

masyarakat sadar mengenai pengelolaan sampah yang benar akan membawa pengelolaan

4 Gradila Apriani, “Implementasi Pengelolaan Sampah,” Publikasi llmiah Untuk Mahasiswa, Staf
Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2022.

49 Aisyah Nur Ash Fiya, “Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan
Masyarakat,”
Doi:Https://Www.Google.Co.ld/Books/Edition/Penerapan_Prinsip_Hukum_Lingkungan_Dalam/Ljbue
aaagb Aj?HI=En&Gbpv=0.
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lingkungan yang baik pula.

Keputusan Permentu No0.21/2006 menetapkan kebijakan untuk strategi nasional
pengembangan sistem pengelolaan sampah (KSNP-SPP). Uji coba dan pengembangan
replikasi 3R di pemukiman harus dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah
semaksimal mungkin. Hal ini juga untuk mencegah masalah sampah dan bahaya
pencemaran lingkungan meningkat di masa mendatang. *°Untuk mencapai tujuan ini,
pengelolaan sampah yang diintegrasikan dengan konsep berbasis masyarakat (3R), yaitu
Reuse, Reduse, dan Ryclye, harus terus dikembangkan dan diharapkan dapat diterapkan
di wilayah lain. Dengan demikian, proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat
secara signifikan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kota.

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum /30 : 41

€1 Osaad alal 1 slee (ol g g8 (i oo & Wy AT all s Sl 5

L Artinya : “Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian

dari (akibat) perbuatan mereka,agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Masalah sampah dapat diupayakan dengan adanya pengelolaan sampah yang baik dan
benar. 52 Pengelolaan adalah proses umum yang terdiri dari tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan
mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Terdapat beberapa Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan sampah di
tanggul seperti:

50 prasetya. (2010) Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut Oleh Dinas Journal Of Publik
Administrastion Research And Theory. Muq045 First Published Online August 19, 2010
D0i:10.1093/Jopart/Muq045

51 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya, Pt Sygma Examedia Arkanleema,2009, HIm.
408.

52 George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta:Bumi Aksara,2012), Him. 15
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a. Pembangunan Tanggul

Dampak abrasi pantai lainnya juga akan sangat terlihat di bibir pantai, karena garis pantai
akan semakin bergeser ke arah daratan, menyebabkan lebih sedikit lahan tempat tinggal
untuk penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Jika abrasi pantai tidak diatasi, daerah
permukaan rendah akan tenggelam.

Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan
arus laut yang kuat. Gejala alami dan tindakan manusia dapat menyebabkan kerusakan-
kerusakan atau abrasi Pantai tangan orang. Pada dasarnya, efek yang dihasilkan oleh proses
abrasi pantai tidak dapat dihindari; namun, lamanya proses dan adanya faktor yang dapat
mempercepatnya. Antara dampak abrasi pantai adalah kerusakan ekosistem terumbu karang
dan hutan mangrove secara alami karena pengikisan terus-menerus. Kemudian, ekosistem
dimana organisme tersebut lahir, tumbuh, mencari makan, dan hidup, rusak, dan hilangnya
tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau,

menyebabkan penurunan keanekaragaman organisme di sekitarnya.

b. 3R: reuse, reduce, and recycle

Pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan sampah dan mengurangi penimbunan
sampah dengan menerapkan prinsip 3R: reuse, reduce, and recycle. hal ini dapat mendukung
dinamika kolaborasi Masyarakat dan pemerintah dalam mendukung penyelesaian
permasalahn sampah yang ada di tanggul.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Bagarah (2:205)

Yoo Sdll &t Y A5 SRy Coall allgds s Al (3T b o 351305
“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai

kebinasaan.”
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Struktur keanggotaan TPS3R umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang
berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan pengolahan sampah reduce, reuse, recycle di

tingkat komunitas:

a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi, yang bertugas
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan fisik TPS3R.
KSM ini memiliki struktur pengurus seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta seksi-
seksi perencana, pelaksana, dan pengawas.

b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola, yang fokus pada pengelolaan
operasional TPS3R, termasuk kegiatan pemilahan, pengolahan sampah, dan pengelolaan
fasilitas secara berkelanjutan. KSM pengelola memiliki struktur pengurus mirip
pelaksana dengan tanggung jawab di bidang manajemen dan operasional.

c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dengan pemerintah dan membantu memberikan bimbingan teknis serta
sosialisasi.*

4. Kemitraan Pengelolaan Sampah
Kemitraan dalam pengelolaan sampah adalah hubungan kerja sama antara berbagai pihak

untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah poin-poin

penting mengenai kemitraan penanganan sampah:

a. Tujuan Kemitraan:Kemitraan bertujuan untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam
mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

b. Pihak vyang Terlibat: Kemitraan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
(stakeholders) seperti pemerintah, masyarakat, LSM, sektor swasta formal dan informal,
dan lainnya.

c. Prinsip Kemitraan: Kemitraan dijalankan atas prinsip kesetaraan, adanya persamaan

tujuan dan misi dalam mengatasi permasalahan sampabh.

% Kementrian Pupr, “Direktorat Jendral Cipta Karya,Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman,” Buku Petunjuk Teknis Tps 3r , Tempat Pengelolahan Sampah 3r, 2.4
(2017), Hal. 1-152.
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Pola Kemitraan: Salah satu pola kemitraan yang dapat diterapkan adalah Linear

Collaborative of Partnership, di mana masing-masing pihak menjalankan tugas dan

wewenangnya serta memperoleh manfaat.

Kegiatan Kolaboratif: Kemitraan dapat melibatkan berbagai kegiatan kolaboratif,

termasuk berbagi pengalaman dan keahlian terkait pengelolaan sampah, serta berbagi

rekomendasi kepada pemerintah.

Tantangan dalam Kemitraan: Kemitraan dapat menghadapi tantangan seperti kurangnya

koordinasi antar pihak, perbedaan kepentingan, dan kurangnya dukungan dari

masyarakat.>*

Contoh Kemitraan:

a) Kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam
pengelolaan sampah.

b) Kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia
dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.>®

c) Kolaborasi Multi-pihak pada HPSN 2025 di Makassar.

d) Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan Kelompok
Swadaya Masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R.%¢

e) Program USAID Selaras di Makassar dan Gowa

54 Zulkarnain, “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota
Makassar.”

% Nahruddin, “Kemitraan Publik-Privat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpa Tamangapa Kota
Makassar.”

%> Febrina, Dan Harirah, “Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah
Di Kota Pekanbaru.”
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D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian merupakan landasan konseptual yang menggambarkan
hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian dalam menjelaskan permasalahan
yang dikaji. Penyusunan kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran yang
sistematis mengenai alur berpikir peneliti dalam menganalisis dinamika penanganan
sampah pada kemitraan di Tanggul Pantai Cempae. Kerangka ini disusun berdasarkan
kajian teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta kondisi empiris di lapangan
sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari proses
pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan
penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis
antara konsep pengelolaan sampah, pola kemitraan, dan dinamika sosial di Pantai
Cempae. Pertama, konsep pengelolaan sampah mencakup pendekatan partisipatif yang
mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, LSM, dan fasilitas TPS3R. Model ini
menekankan strategi tanggung jawab bersama yang diarahkan pada pengurangan
sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Pantai Cempae, pengelolaan
sampah harus memperhatikan karakteristik lokal dan tantangan khusus kawasan pesisir

yang rentan terhadap pencemaran serta perubahan lingkungan.*’

5" Zulkarnain, “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota
Makassar.”
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Bagaimana bentuk pola kemitraan
dalam pengelolaan sampah di
Tanggul Pantai Cempae

Faktor — faktor apa yang

mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan kemitraan antar pihak
pemerintah, swasta dan masyarakat

Teori Struktural

Fungsionalisme ( Talcott

Parsons)

Adaptation
Goal Attaiment
Integration
Latency

Fgco gioghe

Dinamika Pengelolaan Sampah
di Tanggul Pantai Cempae

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae

dalam penelitian ini akan berfokus dengan dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana

bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggulk pantai Cempae dan

Faktor- Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan antar

pihak pemerintah, swasta dan masyrakat.
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Rumusan masalah pertama akan mengkaji Dinamika Pengelolaan Sampah Pola
Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae , penelitian ini akan mengkaitkan teori
Struktural Fungsionalisme dengan bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah.
Teori Struktural Fungsionalisme akan dikaitkan dengan Dinamika pengelolaan
sampah pola kemitraan di tanggul pantai Cempae dalam melihat apa saja bentuk
bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae dengan
metode AGIL menurut Talcott Parson.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan
antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat akan dikaji melalui teori Struktural
Fungsionalisme, alasanya, mengungkap untuk menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan dalam pengelolaan sampah di
Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.

Teori yang digunakan untuk mengkaji kedua objek permasalahan , kemudian
akan menemukan hasil penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pola

kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae.



BAB 111
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam proposal ini mengikuti pedoman penulisan ilmiah
yang diterbitkan oleh 1AIN Parepare, tanpa mengesampingkan referensi metodologi
lainnya. Metode penelitian yang dijelaskan dalam buku ini mencakup beberapa aspek,
antara lain jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tujuan penelitian, jenis serta

sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta pemikiran
individu dan kelompok. Deskripsi ganda digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dan
penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, di
mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau tetap terbuka untuk
penafsiran. Penelitian dengan pendekatan ini memiliki dua tujuan utama: pertama,
untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi (to describe and to explore), dan kedua,
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (to describe and explain).

Penelitian saya menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian
lapangan. John W. Creswell menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah bagian dari
pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap
fenomena sosial melalui observasi langsung dan wawancara. *® Dengan demikian,
penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk memahami dinamika kemitraan

dalam penanganan sampah di kawasan pesisir Pantai Cempae.

% Mohammad Mulyadi, “Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar
menggabungkannya,” Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, VVol.15.1 (2011), hal. h. 134.

36
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Artinya, penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengamati
dan mewawancarai masyarakat setempat dan apparat yang bertanggung jawab di

Tanggul Pantai Cempae.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tanggul Pantai Cempae, Kelurahan Watang Soreang,
Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.
Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan pesisir dengan intensitas masalah
sampah yang tinggi dan menjadi lokasi interaksi aktif antara pemerintah, masyarakat,
dan komunitas dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian dilaksanakan selama 3 pekan,

mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.
C. Fokus Penelitian

Menjelaskan dan menganalisis bagaimana pola kemitraan antara berbagai pihak
(pemerintah, masyarakat, komunitas, LSM, dan sektor swasta) terbentuk, dijalankan,
serta tantangan dan hasilnya dalam penanganan sampah di kawasan tanggul Pantai
Cempae. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pola kemitraan antara pemerintah,
masyarakat, komunitas, LSM, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah di kawasan
pesisir Pantai Cempae, serta mengevaluasi hasil dan dampak dari kemitraan tersebut.
Seperti kabid pengelolaan sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan juga

masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Peneliti akan mengunakan jenis data kualitatif, karena fokus penelitian ini adalah
memahami proses sosial, interaksi antar aktor, serta bentuk-bentuk kerja sama dalam
penanganan sampah. Data kualitatif memberikan informasi yang bersifat deskriptif dan
mendalam, berupa pendapat, pengalaman, persepsi, serta narasi dari para pihak yang

terlibat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Data semacam ini tidak disajikan dalam
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bentuk angka, melainkan melalui kata-kata, penjelasan, dan penjabaran konteks

lapangan.>®

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui
teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti
petugas Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, penggerak komunitas, pelaku
usaha lokal, dan warga pesisir) serta observasi langsung terhadap kegiatan penanganan
sampah dan bentuk interaksi dalam kemitraan. Sementara itu, data sekunder
dikumpulkan dari berbagai dokumen dan sumber yang telah tersedia sebelumnya,
seperti laporan kegiatan dari pemerintah atau komunitas, kebijakan daerah terkait
pengelolaan sampah, arsip berita, dokumentasi visual (foto atau video kegiatan), serta
bahan publikasi lain yang relevan.

Selain itu, jika dilihat dari bentuknya, data dalam penelitian ini mencakup data
berupa teks/narasi (seperti hasil wawancara dan catatan observasi), data visual (foto
atau dokumentasi lapangan), dan data dokumentatif (seperti surat kerja sama, proposal
kegiatan, atau spanduk edukatif). Seluruh data ini digunakan untuk membangun
pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana dinamika kemitraan
terbentuk dan berperan dalam menangani persoalan sampah di lingkungan pesisir

Pantai Cempae.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data yang berbeda yakni dari pemerintah dan juga
sumber data dari Masyarakat. Dalam pengambilan data pada lingkup Pemerintah akan

dikaji informasi dengan mengambil sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup

% F F Sirajudin, “Evaluasi Program Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Oleh Bank Sampah Induk Patriot Bekasi di Kecamatan Mustikajaya ...,”
Repository.Uinjkt.Ac.ld, 2023, hal. 12.
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Parepare. Sedangkan dalam lingkup Masyarakat akan dikaji informasi dari Masyarakat
itu sendiri yang berpenduduk di sekitar tanggul Cempae.

Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai pihak dan dokumen yang
berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Sumber data
primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti petugas Dinas
Lingkungan Hidup, aparat kelurahan atau kecamatan, tokoh masyarakat, pelaku usaha
lokal, serta anggota komunitas lingkungan dan warga sekitar pantai. Informan ini
dipilih karena memiliki peran dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kemitraan
dan pengelolaan sampah di lapangan.® Selain itu, observasi langsung di lokasi juga
menjadi sumber data penting untuk mendapatkan gambaran nyata tentang aktivitas

penanganan sampah dan interaksi antar pihak.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder berupa
dokumen resmi, seperti kebijakan daerah, laporan kegiatan dari pemerintah atau
komunitas lingkungan, serta dokumentasi visual seperti foto dan video kegiatan bersih
pantai. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi informasi
yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan kombinasi sumber data primer
dan sekunder tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan
valid mengenai dinamika pola kemitraan dalam penanganan sampah di Tanggul Pantai

Cempae.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan di lakukan yaitu

observasi, wawancara dan dokumentasi.

60 Hazairin Thamrin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Di Kota Gorontalo Evaluation of Waste Management in City of Gorontalo,” Jambura Edu Biosfer
Journal, 4.1 (2022), hal. 2656-0526.
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1. Observasi

Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai
suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada.
Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara
sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.¢*

Mengamati secara langsung proses penanganan sampah dan bentuk kemitraan
yang berlangsung di Pantai Cempae, baik kegiatan rutin, inisiatif komunitas, ataupun

program kolaboratif yang sedang atau pernah dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam hal ini peneliti akan
menggunakan wawancara terbuka dengan informan. ¢

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk
menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana pola kemitraan antara
berbagai pihak terbentuk dan dijalankan dalam penanganan sampah di wilayah pesisir,
khususnya di tanggul Pantai Cempae. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang komprehensif mengenai peran masing-masing aktor, dinamika
interaksi antar pihak, serta kendala yang dihadapi dalam kerja sama pengelolaan
sampah. Dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur, peneliti menggunakan
panduan pertanyaan yang fleksibel untuk memungkinkan informan menyampaikan
pandangan dan pengalaman secara bebas dan luas, sambil tetap menjaga fokus pada

topik penelitian.

61 Kiki Joesyiana, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdor Study) Pada Mata
Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester 111 Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda),” PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP
UIR, 6.2 (2018), hal. hal 94.

62 Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqgin Nur, “Metode pengumpulan data melalui
wawancara,” Sebuah Tinjauan Pustaka, 2023, hal. 1-89.
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Informan kunci dalam penelitian ini mencakup berbagai kelompok yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah, antara lain pejabat dari
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat kelurahan atau kecamatan, tokoh masyarakat
seperti ketua RT/RW, komunitas atau relawan lingkungan, pelaku usaha di sekitar
pantai, serta warga pesisir. Pemilihan informan dilakukan secara purposive (bertujuan),
yaitu berdasarkan pengetahuan, peran, dan keterlibatan mereka dalam proses
penanganan sampah dan pola kemitraan yang ada. Melalui wawancara dengan berbagai
pihak ini, peneliti dapat menangkap berbagai perspektif dan dinamika sosial yang
terjadi di lapangan.

Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali informasi seputar bentuk
kemitraan yang terbentuk (apakah formal, informal, berbasis proyek atau swadaya),
peran dan kontribusi masing-masing aktor, tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas
koordinasi antar pihak, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.
Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk menggali harapan para pihak terhadap
perbaikan sistem pengelolaan sampah di masa mendatang. Wawancara dilakukan
dengan tetap menjaga etika penelitian, termasuk meminta izin perekaman, menjaga
kerahasiaan informan, dan membangun hubungan yang baik agar data yang diperoleh

jujur dan valid.

3. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah
pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang
pengetahuan.

Dokumentasi berperan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang
penting. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang
diperolen melalui wawancara dan observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai jenis dokumen atau arsip yang

berkaitan dengan penanganan sampah dan pola kemitraan yang berlangsung di kawasan
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Pantai Cempae. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi mengenai
kebijakan, sejarah kegiatan, bentuk kerja sama, hingga capaian atau kendala dalam
pelaksanaan program kebersihan lingkungan.

Beberapa bentuk dokumentasi yang relevan dalam penelitian ini meliputi: surat
keputusan atau kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, laporan
kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup atau komunitas lingkungan setempat, proposal
atau nota kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, spanduk atau baliho imbauan
kebersihan, serta dokumentasi visual seperti foto atau video kegiatan bersih pantai.
Selain itu, artikel berita, media sosial komunitas, atau data statistik volume sampah
yang berhasil dikumpulkan juga dapat dijadikan sumber dokumentasi yang
mendukung.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif
mengenai kegiatan penanganan sampah dan dinamika kemitraan yang sudah berjalan
selama ini. Data dokumenter juga berfungsi untuk memverifikasi informasi dari
wawancara, dan dapat memperkaya analisis dengan bukti nyata dari aktivitas yang
dilakukan oleh para aktor di lapangan. Oleh karena itu, dokumentasi menjadi bagian

penting dari metode triangulasi data dalam penelitian kualitatif ini.

F. Teknik analisi Data

Dalam penelitian ini, ® model analisis interaktif digunakan dalam empat tahap:

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan:

1. Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai pola kemitraan dan interaksi antar aktor dalam

pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Pengumpulan data difokuskan pada upaya

83 Miles, Huberman & Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis (second edition). SAGE Publication.
International Educational and Professional Publisher. London New Delhi.
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mengungkap bagaimana kerja sama antara pemerintah, masyarakat, komunitas
lingkungan, dan pelaku usaha dibangun serta dijalankan, termasuk kendala dan
dampaknya terhadap kondisi lingkungan di sekitar tanggul pantai.

Terdapat tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu
wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan
terhadap informan kunci seperti petugas Dinas Lingkungan Hidup, aparat kelurahan,
tokoh masyarakat, penggerak komunitas, pelaku usaha lokal, dan warga sekitar pantai.
Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan
dalam menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka terkait kemitraan dan penanganan
sampah.

Selain itu, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi
fisik lingkungan, kegiatan penanganan sampah, serta bentuk interaksi antar pihak yang
terlibat. Observasi ini membantu peneliti memahami perilaku nyata di lapangan dan
mendokumentasikan aktivitas yang relevan, seperti kegiatan bersih pantai atau kerja bakti
lingkungan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder
berupa laporan kegiatan, kebijakan, foto, video, maupun media publikasi lainnya yang
berkaitan dengan aktivitas kemitraan dan pengelolaan sampah.

Melalui ketiga teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh data yang
komprehensif dan mendalam untuk dianalisis, sehingga mampu menggambarkan
dinamika sosial dan pola kerja sama yang terbentuk dalam pengelolaan sampah di

kawasan Tanggul Pantai Cempae.

2. Reduksi data

Proses reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang sangat
penting. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, memilih, dan menyederhanakan
data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hanya
data yang relevan dan signifikan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Tujuannya

adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola-pola penting yang muncul,
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serta menghindari tumpukan informasi yang tidak terkait langsung dengan dinamika
penanganan sampah dan kemitraan yang berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi data mencakup identifikasi informasi inti
seperti bentuk kemitraan yang terbentuk (misalnya antara pemerintah dan komunitas),
peran masing-masing pihak, aktivitas penanganan sampah yang dilakukan secara bersama,
serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Misalnya, jika dalam
wawancara seorang informan menjelaskan adanya gotong royong mingguan yang
difasilitasi oleh RT bersama dinas kebersihan, maka informasi ini dicatat sebagai bagian
dari pola kemitraan dan bentuk partisipasi masyarakat. Sementara itu, pernyataan yang
keluar dari konteks atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan atau disimpan
sebagai data pendukung sekunder.

Reduksi data tidak hanya dilakukan sekali, melainkan berlangsung terus-menerus
selama proses penelitian, dimulai sejak pengumpulan data hingga tahap akhir analisis.
Proses ini membantu peneliti dalam menyusun kategorisasi atau tema-tema penting,

9 ¢

seperti “jenis kemitraan,” “peran masyarakat,” atau “tantangan koordinasi,” yang akan
digunakan dalam penyajian dan penarikan kesimpulan. Dengan melakukan reduksi data
secara sistematis dan hati-hati, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih fokus,
mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai dinamika kerja sama dalam

penanganan sampah di Pantai Cempae.

3. Penyajian Data (tampilan data)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, di mana data-
data yang telah disaring kemudian disusun dan ditampilkan secara sistematis agar mudah
dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk
menampilkan informasi penting secara terstruktur mengenai pola kemitraan, peran aktor,
dinamika interaksi, serta kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir.

Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh kutipan
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wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi pendukung lainnya seperti foto kegiatan,
tabel, dan diagram jika diperlukan.

Secara umum, penyajian data dalam penelitian ini difokuskan pada pengelompokan
informasi berdasarkan tema atau kategori yang muncul dari lapangan. Misalnya, data
disusun dalam beberapa bagian seperti “Bentuk dan Pola Kemitraan”, “Peran dan
Kontribusi Aktor”, “Kegiatan Penanganan Sampah”, serta “Tantangan dan Solusi”. Setiap
bagian berisi hasil temuan yang dikaitkan dengan kutipan langsung dari informan untuk
memperkuat keabsahan data, serta penjelasan peneliti berdasarkan hasil observasi. Dengan
demikian, pembaca dapat melihat bagaimana setiap aktor terlibat dalam proses
penanganan sampah dan bagaimana kerja sama tersebut membentuk dinamika sosial
tertentu di lingkungan Pantai Cempae.

Penyajian data juga bisa didukung oleh tabel matriks untuk merangkum temuan dari
beberapa informan, seperti tabel peran masing-masing pihak atau bentuk kerja sama yang
dilakukan. Selain itu, foto-foto kegiatan seperti aksi bersih pantai, sosialisasi lingkungan,
atau gotong royong warga juga dapat dilampirkan untuk memberikan gambaran visual
yang memperkuat narasi. Dengan penyajian data yang terstruktur dan rinci, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana pola

kemitraan dalam penanganan sampah terbentuk dan dijalankan di lokasi penelitian.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di kawasan tersebut berjalan melalui
pola kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat
setempat, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha lokal. Kemitraan ini terbentuk secara
kolaboratif dengan mekanisme kerja sama yang bersifat semi-formal dan informal, di
mana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi
dalam pengelolaan sampah. Dinamika kemitraan tersebut menunjukkan adanya sinergi

yang positif, meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan
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prasarana, kurangnya koordinasi yang optimal, serta tantangan dalam menjaga konsistensi
partisipasi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pola kemitraan tersebut berperan penting
dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan
lingkungan pantai, sekaligus mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir. Namun
demikian, efektivitas kemitraan ini sangat bergantung pada komitmen bersama serta
dukungan yang berkelanjutan dari selurun pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan
kapasitas masyarakat agar pola kemitraan ini dapat berjalan lebih efektif dan berdampak
positif jangka panjang terhadap pengelolaan sampah di Pantai Cempae.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah di Tanggul Pantai Cempae
Pembahasan mengenai pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai
Cempae bertujuan untuk menjelaskan bentuk kerja sama yang terjalin antara berbagai pihak
dalam menangani permasalahan sampah di kawasan pesisir. Melalui kemitraan ini, setiap
pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung sehingga pengelolaan
sampah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sampah di Tanggul
Pantai Cempae dilakukan melalui pola kemitraan yang melibatkan berbagai pihak sebagali
upaya bersama dalam mengatasi permasalahan sampah di kawasan pesisir. Kemitraan ini
dibentuk karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan
dukungan dan partisipasi dari berbagai aktor agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih
efektif. Dalam pelaksanaannya, kemitraan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Parepare, pemerintah kelurahan, masyarakat pesisir, aparat keamanan, pengelola
TPS3R, bank sampah, serta komunitas lingkungan yang masing-masing memiliki peran dan
tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Sinergi antaraktor tersebut menjadi dasar dalam
mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terkoordinasi, berkelanjutan, dan mampu
menciptakan lingkungan pesisir yang bersih serta nyaman bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH,

diketahui bahwa :

“Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae
meliputi DLH, pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, serta pengelola TPS3R dan
bank sampah.”

64 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara
Pribadi, 05 Desember, 2025).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di
Tanggul Pantai Cempae melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihak-pihak tersebut meliputi Dinas Lingkungan
Hidup sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah kelurahan sebagai
penghubung dengan masyarakat, masyarakat sekitar sebagai pelaku utama dalam menjaga
kebersihan lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah yang berperan dalam
proses pemilahan, pengolahan, dan pengurangan volume sampah. Keterlibatan berbagai
aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dilaksanakan melalui pola
kemitraan yang menekankan kerja sama, koordinasi, dan partisipasi aktif seluruh pihak

untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan tersebut tidak dijalankan
oleh satu pihak saja, melainkan melalui keterlibatan bersama antaraktor yang saling
mendukung. Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pola kemitraan ini diwujudkan
melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan, pengelolaan sampah, serta pemilahan

sampah. Informan DLH menyebutkan bahwa :

“Kerja sama ini dijalankan melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan,

serta pengelolaan dan pengangkutan sampah.”®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa pengelolaan sampah di kawasan Tanggul
Pantai Cempae dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki peran
masing-masing. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti aksi
bersih pantai, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan,
pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan

bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan

65 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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keterlibatan dan dukungan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait
lainnya agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan

pantai yang bersih dan terjaga.

Selain itu, DLH juga melakukan kegiatan rutin berupa pendampingan TPS3R dan bank
sampah, serta edukasi tentang pemilahan sampah dan pengurangan sampah plastik. Pola ini
memperlihatkan bahwa kemitraan yang terbentuk tidak hanya bersifat seremonial, tetapi
juga menyentuh aspek teknis dan edukatif. Koordinasi antar pihak dalam pengelolaan

sampah di Cempae dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi lapangan.
Hal ini diungkapkan oleh informan DLH yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi antar pihak dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi

lapangan.”®®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa Koordinasi dalam pengelolaan sampah di
kawasan Tanggul Pantai Cempae dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi di
lapangan. Cara ini memudahkan setiap pihak yang terlibat untuk saling bertukar informasi,
menyampaikan permasalahan, serta menentukan langkah yang harus dilakukan dalam
kegiatan pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik
menjadi faktor penting dalam mendukung pola kemitraan, karena mampu memperkuat
kerja sama antaraktor sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih

terarah, efektif, dan sesuai dengan tugas masing-masing.

Meski demikian, bentuk koordinasi seperti ini masih menunjukkan bahwa pengelolaan
sampah belum sepenuhnya memiliki sistem kerja yang sangat terstruktur. Oleh karena itu,
pola kemitraan yang berjalan masih berada pada tahap penguatan, terutama dalam

pembagian peran dan kesinambungan program.

% Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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Dari sisi masyarakat, partisipasi belum berjalan merata. Salah satu informan masyarakat
menyatakan bahwa :

“Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan,
komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut.

Yang aktif itu orangnya itu-itu saja.”®’

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa partisipasi
masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih
belum merata. Kegiatan seperti bersih pantai umumnya diikuti oleh warga yang memiliki
kepedulian terhadap lingkungan, bersama pihak kelurahan, komunitas lingkungan, dan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, tidak semua masyarakat bersedia terlibat
sehingga yang aktif berpartisipasi cenderung merupakan orang-orang yang sama. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun pola kemitraan telah melibatkan berbagai pihak, tingkat
partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan

lebih optimal dan menjadi tanggung jawab bersama.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerja sama, tingkat
keterlibatan masyarakat masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan
dalam membangun pola kemitraan yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Selain

rendahnya partisipasi, masih terdapat kendala dalam kejelasan pembagian peran.
Informan masyarakat menuturkan bahwa :

“Kami hanya diminta ikut bersih-bersih, tapi setelah itu siapa yang mengangkut dan

mengelola sampahnya, kami juga tidak tahu.”®®

7 Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae” (Wawancara Pribadi, 09
Desember, 2025).
%8 Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih terbatas
pada kegiatan bersih-bersih. Masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas
bagaimana proses pengangkutan dan pengelolaan sampah setelah kegiatan tersebut selesai.
Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan belum sepenuhnya
memberikan informasi dan pembagian peran yang jelas kepada masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar masyarakat tidak hanya
berperan dalam kegiatan kebersihan, tetapi juga memahami keseluruhan proses pengelolaan

sampah sehingga dapat mendukung keberhasilan kemitraan secara lebih optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum
sepenuhnya efektif. Akibatnya, masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh

mengenai alur pengelolaan sampah dalam kemitraan yang sedang dijalankan.

Keberadaan TPS3R juga menjadi bagian penting dalam pola kemitraan ini. Berdasarkan

hasil wawancara, informan TPS3R menjelaskan bahwa:

“TPS3R ini baru mau di fungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru.”
Sementara itu, informan lain menyebutkan bahwa TPS3R memperoleh bantuan

berupa alat dari Pertamina, yakni oven dan pencacah.” °

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa peran TPS3R
dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae belum
berjalan secara optimal karena fasilitas tersebut baru akan difungsikan kembali setelah
terbentuk kelompok pengelola yang baru. Meskipun demikian, TPS3R telah memperoleh
dukungan dari pihak swasta, yaitu Pertamina, berupa bantuan peralatan seperti oven dan
mesin pencacah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak hanya
melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sektor swasta yang berkontribusi dalam

penyediaan sarana dan prasarana. Namun, agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara

69 Muh. Tahir, “Anggota TPS3R” (Wawancara Pribadi, 09 Mei, 2026).
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maksimal, diperlukan penguatan kelembagaan dan pengelolaan TPS3R sehingga dapat

mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dukungan ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak swasta dalam memperkuat
pengelolaan sampah di Cempae, walaupun perannya masih terbatas pada dukungan sarana.
Dari sisi kelembagaan, kelurahan juga memiliki peran penting dalam membentuk struktur

kerja TPS3R. Salah satu informan menyatakan bahwa :

“Pihak kelurahan yang tunjukkan, bentuk struktur, ini ketuanya, ini bendaharanya, ini

sekretarisnya, ini yang bagian menimbang, bagian memilah, bagian sortir.””

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa pembentukan
kelompok pengelola TPS3R dilakukan oleh pihak kelurahan dengan menetapkan struktur
organisasi beserta pembagian tugas setiap anggota, seperti ketua, sekretaris, bendahara,
petugas penimbangan, pemilahan, dan penyortiran sampah. Hal ini menunjukkan bahwa
pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan
fasilitas, tetapi juga melalui penguatan organisasi dan pembagian peran yang jelas. Dengan
adanya struktur kepengurusan tersebut, diharapkan setiap anggota dapat menjalankan
tugasnya secara terarah sehingga pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae

dapat berlangsung lebih efektif dan terorganisir.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kelurahan berfungsi sebagai pengatur awal dalam
pembentukan kelembagaan dan pembagian tugas. Dengan demikian, kemitraan yang
terbangun tidak hanya bersifat informal, tetapi juga mulai diarahkan ke dalam struktur kerja

yang lebih jelas.

Secara umum, pola kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae sudah
terbentuk melalui keterlibatan DLH, kelurahan, masyarakat, TPS3R, dan pihak swasta.
Akan tetapi, kemitraan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi

masyarakat, belum kuatnya koordinasi, dan program yang belum berjalan secara rutin. Jika

70 Tahir, “Anggota TPS3R.”
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dikaitkan dengan teori struktural fungsional, maka setiap unsur dalam kemitraan
seharusnya menjalankan fungsi masing-masing agar sistem pengelolaan sampah dapat
berjalan seimbang dan stabil. Karena itu, penguatan komunikasi, kejelasan peran, dan
keberlanjutan program menjadi hal penting untuk menunjang efektivitas pola kemitraan di

Cempae.

Temuan mengenai pola kemitraan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan
pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor-aktor yang terlibat,
tetapi juga oleh kemampuan membangun mekanisme kerja yang konsisten. Dalam konteks
ini, kemitraan perlu dipahami sebagai proses sosial yang terus menyesuaikan diri dengan
kebutuhan lapangan, bukan sekadar struktur formal yang dibentuk pada awal program.

Berikut adalah rincian peran masing-masing aktor dalam pola kemitraan tersebut:
a. Peran Pengurus TPS3R

Kelurahan memiliki peran strategis dalam memperkuat pola kemitraan karena menjadi
penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara,
pihak kelurahan membentuk struktur pengurus TPS3R yang mencakup ketua, bendahara,
sekretaris, serta bagian penimbangan, pemilahan, dan sortir sampah. Pembentukan struktur
ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan administratif, tetapi juga terlibat
dalam membangun kelembagaan lokal agar pengelolaan sampah memiliki arah kerja yang

lebih jelas.

TPS3R merupakan salah satu elemen penting dalam pola kemitraan pengelolaan
sampah di Cempae karena berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, dan
pengolahan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa TPS3R ini sebelumnya pernah
berjalan pada tahun 2024, tetapi kemudian sempat tidak aktif dan baru akan difungsikan

kembali setelah pembentukan kelompok baru. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“TPS3R ini baru mau difungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru
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karena kemarin sempat berjalan walau sebentar di tahun 2024,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa operasional
TPS3R di kawasan Tanggul Pantai Cempae sempat berjalan pada tahun 2024, namun hanya
berlangsung dalam waktu yang singkat sehingga saat ini perlu difungsikan kembali melalui
pembentukan kelompok pengelola yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan
pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada
adanya kelompok yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan operasional
TPS3R. Oleh karena itu, pembentukan kelompok baru menjadi langkah penting untuk
memperkuat pola kemitraan dan memastikan pengelolaan sampah dapat berjalan secara
lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini memperlihatkan bahwa TPS3R masih dalam tahap pemulihan dan penguatan
kelembagaan. Sumber sampah yang dikelola TPS3R sebagian besar berasal dari warga, dan
ke depan juga diharapkan dapat menampung sampah dari pasar agar tidak menumpuk di
tempat lain. Walaupun program belum berjalan penuh, TPS3R sudah memperoleh bantuan
alat dari Pertamina berupa oven dan pencacah. Bantuan ini penting karena dapat
mendukung proses pengolahan sampah, terutama sampah yang dapat dimanfaatkan
kembali. Dengan adanya dukungan tersebut, TPS3R memiliki peluang untuk berkembang

menjadi pusat pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain itu, TPS3R juga mulai dirancang untuk menjalankan program yang lebih
inovatif, seperti budidaya magot untuk mengolah sampah organik dan sistem barter sampah
dengan sembako. Rencana ini menunjukkan bahwa TPS3R tidak hanya bekerja pada aspek
kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat
sekitar. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan TPS3R menjadi bukti bahwa pola
kemitraan di Cempae memiliki potensi untuk berkembang dari sekadar kegiatan kebersihan

menjadi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

"L Tahir, “Anggota TPS3R.”
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TPS3R juga mulai merancang program baru, seperti budidaya magot untuk mengolah
sampah basah dari pasar. Informan menjelaskan bahwa magot dapat diberi makan sisa

sayuran, buah, dan makanan.

“Kami sedang berencana untuk membuat budidaya Magot dan makanannya ini
berupa makanan sisa,sayuran,dan buah yang di dapatkan dari limbah/sampah yang

ada di pasar.”’?

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa pengelola
berencana mengembangkan budidaya maggot sebagai salah satu upaya mendukung
pengelolaan sampah organik. Dalam rencana tersebut, maggot akan diberi pakan yang
berasal dari sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan yang diperoleh dari limbah atau
sampah pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak hanya berfokus pada
pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mulai mengarah pada pemanfaatan
sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai. Apabila rencana ini dapat direalisasikan,
maka akan mendukung pengurangan volume sampah sekaligus meningkatkan efektivitas

pengelolaan sampah secara berkelanjutan di kawasan Tanggul Pantai Cempae.

Untuk sampah anorganik, seperti plastik dan botol, warga diarahkan untuk memilah dan
mengumpulkannya karena masih memiliki nilai jual. Bahkan, ada rencana penerapan sistem
barter, di mana sampah yang ditimbang akan dikonversi menjadi sembako. Program ini
menunjukkan bahwa TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampabh,

tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Informan ketua RT menjelaskan bahwa:

“Dan untuk sampah organic, sepeti plastik dan botol. Warga di arahkan untuk

dikumpul dan di bawa ke TPS3R untuk di timbang karena memiliki nilai jual.

2 Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral” (Wawancara Pribadi, 12 Mei, 2026).
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Bahkankitapun juga ada perencanaan melakukan sistem barter yang dimana sampah

warga ditimbang akan dikonversi menjadi sembako.””

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ketua RT, diketahui bahwa masyarakat
diarahkan untuk mengumpulkan sampah anorganik, seperti plastik dan botol, kemudian
membawanya ke TPS3R untuk ditimbang karena memiliki nilai ekonomi. Selain itu,
pengelola juga berencana menerapkan sistem barter, yaitu sampah yang telah ditimbang akan
dikonversi menjadi sembako sebagai bentuk insentif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan
bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada menjaga
kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian
manfaat ekonomi. Dengan adanya program tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk
memilah dan mengelola sampah dapat meningkat sehingga pengelolaan sampah di kawasan

Tanggul Pantai Cempae menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, TPS3R masih menghadapi kendala besar karena partisipasi warga
dalam memilah dan menyetor sampah masih rendah. Beberapa anggota baru juga
menyatakan bahwa program belum berjalan maksimal dan masih banyak kegiatan yang baru
sebatas kerja bakti atau pertemuan awal. Oleh karena itu, TPS3R masih membutuhkan
dukungan penuh dari masyarakat, kelurahan, dan pihak lain agar dapat berfungsi secara

optimal.

b. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan aktor utama dalam
pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae. Dalam hasil wawancara, DLH menjelaskan
bahwa kondisi sampah di kawasan tersebut masih belum stabil. Pada waktu tertentu pantai
tampak bersih, terutama setelah dilakukan kegiatan bersih pantai atau kerja bakti, tetapi
kebersihan itu tidak bertahan lama karena masih ada kebiasaan masyarakat dan pengunjung

yang membuang sampah sembarangan. Informan DLH menegaskan:

3 Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”
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“Kondisi sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih bersifat tidak stabil.
Pada saat tertentu terlihat bersih, khususnya setelah kegiatan bersih pantai atau
gotong royong, namun tidak berlangsung lama karena masih adanya kebiasaan

masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan”’4,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa kondisi kebersihan di kawasan Tanggul Pantai
Cempae masih belum konsisten. Kawasan ini biasanya terlihat bersih setelah dilaksanakan
kegiatan bersih pantai atau gotong royong, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama
karena masih ada masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kegiatan
pembersihan, tetapi juga pada kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pola kemitraan perlu didukung dengan upaya
berkelanjutan, seperti edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, agar kebersihan
kawasan dapat tetap terjaga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di
Cempae tidak cukup hanya dengan kegiatan pembersihan, tetapi juga memerlukan perubahan

perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Peran DLH tidak hanya terbatas pada pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup
penyediaan sarana prasarana, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak lain. Dalam
wawancara, informan menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di
kawasan Cempae meliputi DLH, pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, komunitas atau

LSM lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Disebutkan pula bahwa:

“DLH berperan sebagai koordinator utama, sementara pihak lain mendukung melalui

partisipasi tenaga, edukasi masyarakat, dan pengurangan sampah melalui

pemilahan”’,

4 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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Hal ini memperlihatkan bahwa DLH berfungsi sebagai penggerak utama dalam pola
kemitraan, sedangkan pihak lain berperan sebagai pendukung yang memperkuat jalannya
pengelolaan sampah. DLH juga menjalankan program rutin seperti kegiatan bersih pantai,
sosialisasi pengelolaan sampah, pendampingan TPS3R, dan edukasi pemilahan sampah.

Dalam wawancara dijelaskan bahwa:

“DLH memiliki beberapa program, seperti kegiatan bersih pantai rutin, sosialisasi

pengelolaan sampah, serta pendampingan TPS3R dan bank sampah™’®.

Program-program ini menunjukkan bahwa DLH berupaya membangun sistem
pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penanganan fisik sampah, tetapi juga
pada pembentukan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, DLH berusaha
menciptakan perubahan yang lebih mendasar dan tidak hanya sesaat. Namun demikian,
DLH juga mengakui masih adanya kendala yang cukup besar. Keterbatasan anggaran,
kurangnya fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan yang terus
muncul dalam pelaksanaan kemitraan. Informan menegaskan bahwa kendala utama yang
dihadapi DLH adalah :

“Keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta masih rendahnya

partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai”. ’’

Dinas Lingkungan Hidup DLH memegang posisi yang sangat penting dalam pola
kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae karena menjadi pihak yang
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Berdasarkan hasil
wawancara, DLH berperan sebagai pengelola utama yang menangani pengangkutan sampabh,
penyediaan sarana prasarana, serta pembinaan dan koordinasi dengan pihak lain yang

terlibat. Peran ini menunjukkan bahwa DLH tidak hanya bekerja pada aspek teknis, tetapi

6 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
" Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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juga menjadi penggerak awal terbentuknya kerja sama lintas aktor dalam pengelolaan
sampah pesisir.

Karena itu, DLH lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi,
edukasi lingkungan, dan pembagian peran yang lebih jelas. Dalam konteks ini, DLH tidak
hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjaga agar

kemitraan tetap berjalan.

Selain menjalankan fungsi koordinasi, DLH juga melakukan kegiatan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Dalam wawancara
disebutkan bahwa DLH memiliki program rutin seperti bersih pantai, sosialisasi kebersihan,
serta pendampingan TPS3R dan bank sampah. Hal ini penting karena perubahan perilaku
masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan pengangkutan sampah, tetapi juga harus
disertai proses penyadaran yang berkelanjutan.

Keberadaan DLH sebagai koordinator utama menunjukkan bahwa pola kemitraan yang
terbangun di Tanggul Pantai Cempae masih sangat bergantung pada peran pemerintah
daerah. Namun, dominasi peran ini sekaligus menjadi tantangan karena keberhasilan
program akan sangat ditentukan oleh kemampuan DLH dalam menjaga komunikasi,
membagi peran, dan memastikan keterlibatan seluruh mitra secara konsisten. Dengan
demikian, DLH bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga aktor penghubung yang
menentukan keberlangsungan pola kemitraan dalam pengelolaan sampah.

c. Peran Kelurahan

Kelurahan memiliki peran strategis dalam memperkuat pola kemitraan karena menjadi
penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara,
pihak kelurahan membentuk struktur pengurus TPS3R yang mencakup ketua, bendahara,
sekretaris, serta bagian penimbangan, pemilahan, dan sortir sampah. Pembentukan struktur

ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan administratif, tetapi juga terlibat
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dalam membangun kelembagaan lokal agar pengelolaan sampah memiliki arah kerja yang
lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, kelurahan tidak hanya mendukung secara administratif,
tetapi juga berperan langsung dalam pembentukan struktur pengurus TPS3R. Salah satu
informan ketua RT menyampaikan bahwa:

“Kelurahan sangat berperan penting sekali karena pihak kelurahan yang tunjukkan,
bentuk struktur, ini ketuanya, ini bendaharanya, ini sekretarisnya, ini yang bagian

menimbang, bagian memilah, bagian sortir, itu semua kelurahan yang bentuk” 78,

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa pihak kelurahan
memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah di kawasan
Tanggul Pantai Cempae, khususnya dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan
TPS3R. Kelurahan bertanggung jawab membentuk struktur organisasi dengan menetapkan
ketua, sekretaris, bendahara, serta membagi tugas kepada anggota yang bertanggung jawab
pada penimbangan, pemilahan, dan penyortiran sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
pola kemitraan, kelurahan berperan sebagai penggerak organisasi yang memastikan setiap
anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan sampah dapat
berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
kelurahan berfungsi sebagai pengatur awal yang memastikan ada pembagian tugas yang jelas

dalam pengelolaan sampah.

Kelurahan juga memiliki peran dalam mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu
informan menjelaskan bahwa kelurahan bersama mitra menghimbau warga agar membawa
sampah ke TPS3R dan tidak membuang sampah sembarangan. Peran ini penting karena
keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk
mengikuti sistem yang telah disiapkan. Tanpa dukungan warga, program yang sudah

dibentuk akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

8 Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”
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Dalam wawancara disebutkan bahwa program yang dilakukan kelurahan bersama mitra
adalah menghimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan menyalurkan
sampah ke TPS3R. Peran ini penting karena keberhasilan pengelolaan sampah sangat
tergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memilah dan menyerahkan sampah pada
tempat yang telah disiapkan. Tanpa dukungan warga, sistem pengelolaan yang sudah disusun
akan sulit berjalan secara efektif.

Selain membentuk struktur, kelurahan juga berperan dalam mengoordinasikan pihak-
pihak yang terlibat, seperti RT, RW, staf kelurahan, dan pihak swasta seperti Pertamina.
Dalam wawancara, informan menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan
sampah adalah ketua RT, RW, staf kelurahan, dan Pertamina. Keterlibatan ini
memperlihatkan bahwa kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, lembaga
pengelola, dan mitra pendukung eksternal agar program pengelolaan sampah dapat berjalan

lebih terarah.

Salah satu informan ketua RT menyampaikan bahwa:
“Ketua RT, RW, staf kelurahan, dan juga Pertamina”"°.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa pelaksanaan
pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae melibatkan berbagai pihak, seperti
ketua RT, RW, staf kelurahan, dan Pertamina. Keterlibatan berbagai pihak tersebut
menunjukkan bahwa pola kemitraan dibangun melalui kerja sama antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta yang saling mendukung sesuai dengan peran masing-masing.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih
terkoordinasi, efektif, dan mampu meningkatkan kebersihan lingkungan secara

berkelanjutan.

9 Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”
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Bantuan dari Pertamina berupa alat pencacah dan oven menjadi modal penting untuk
mengaktifkan kembali TPS3R. Ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak bekerja sendiri,
tetapi membangun jejaring dukungan agar pengelolaan sampah memiliki sumber daya yang

lebih memadai.

Walaupun begitu, kelurahan juga menghadapi kendala berupa masih rendahnya partisipasi
masyarakat. Informan menyatakan bahwa masih banyak warga yang kurang berpartisipasi.
Karena itu, kelurahan terus mendorong warga agar lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan
sampah. Dengan demikian, peran kelurahan dapat dipahami sebagai penggerak lokal yang

menjembatani kebijakan, pengorganisasian warga, dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Salah satu informan ketua RT menyatakan bahwa:

“Masih banyaknya warga yang kurang berpartisipasi karena itu sehingga program ini

belum berjalan maksimal.”®

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa rendahnya partisipasi
masyarakat masih menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di kawasan
Tanggul Pantai Cempae. Masih banyak warga yang belum aktif terlibat dalam kegiatan yang
telah direncanakan sehingga pelaksanaan program pengelolaan sampah belum dapat berjalan
secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pola kemitraan tidak hanya
bergantung pada kerja sama antarinstansi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif
masyarakat agar setiap program yang dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan

berkelanjutan.
d. Keterlibatan Masyarakat dan Aktor Pendukung

Selain DLH, pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae melibatkan pemerintah
kelurahan, masyarakat sekitar, komunitas lingkungan, TPS3R, dan pihak swasta.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat

80 yuliana, “Ketua RT.O3 Sentral” (Wawancara Pribadi, 08 Mei, 2026).
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dan berinteraksi langsung dengan kawasan pantai. Namun, partisipasi masyarakat masih
belum merata. Sebagian warga aktif terlibat dalam kegiatan kebersihan, sementara sebagian

lainnya cenderung pasif.
Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa:

“ Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli. Tapi jujur saja, tidak

semua warga mau ikut. Yang aktif itu orangnya itu-itu saja %!

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih didominasi
olen warga yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Tidak semua
masyarakat bersedia terlibat, sehingga kegiatan pengelolaan sampah sering kali hanya
dilakukan oleh orang-orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang
telah dibangun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendorong
kesadaran dan keterlibatan seluruh warga agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih

optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat juga mengakui adanya kerja sama dengan pemerintah, meskipun belum
memahami secara jelas bentuk dan mekanisme kemitraan tersebut. Salah satu informan

masyarakat menyatakan bahwa:

“ Saya tahu ada kerja sama dengan pemerintah, terutama DLH. Tapi kalau ditanya

bentuk kerjanya seperti apa, kami tidak terlalu paham > 82

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat telah
mengetahui adanya kerja sama antara pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup

(DLH), dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Namun, sebagian

81 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae” (Wawancara Pribadi, 09 Desember,
2025).
82 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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masyarakat masih belum memahami secara jelas bentuk kerja sama, mekanisme
pelaksanaannya, maupun peran masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan
bahwa pola kemitraan yang telah dibangun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif agar masyarakat
memiliki pemahaman yang lebih baik serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam

mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Masyarakat pesisir berperan sebagai pelaksana utama di lapangan. Namun, hasil
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat partisipatif-semiaktif.
Artinya, masyarakat hadir dan terlibat, tetapi belum sepenuhnya berinisiatif dalam

merancang dan mengelola program pengelolaan sampah secara mandiri.

Masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan
sampah di Cempae. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kondisi kebersihan pantai masih

belum sepenuhnya baik. Salah satu warga mengatakan:

“Kalau dibilang bersih, belum sepenuhnya. Kadang memang terlihat bersih, apalagi
setelah ada kerja bakti, tapi tidak lama kemudian sampah muncul lagi, terutama

sampah plastik yang terbawa ombak”.8®

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kebersihan pantai masih bersifat sementara dan

sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia serta sampah kiriman dari laut.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan pantai juga belum merata. Ada warga
yang aktif ikut kerja bakti bersama DLH, kelurahan, atau komunitas lingkungan, tetapi masih

banyak yang belum terlibat. Informan menyebutkan bahwa:

“Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan,
komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut.

Yang aktif itu orangnya itu-itu saja”.8*

8 Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”



65

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif masyarakat belum terbentuk secara kuat.
Akibatnya, beban pengelolaan sampah masih bertumpu pada kelompok yang sama.

Masyarakat sebenarnya mendukung kegiatan kebersihan, tetapi mereka menilai bahwa
program tersebut belum berjalan secara rutin. Dalam wawancara disebutkan bahwa
masyarakat senang karena pantai menjadi lebih bersih, namun dampaknya masih sementara.
Bahkan ada warga yang berharap agar kegiatan kebersihan dijadwalkan secara rutin, disertai
tempat sampah yang cukup dan pembagian tugas yang jelas. Ini menunjukkan bahwa
masyarakat tidak menolak upaya pengelolaan sampah, tetapi menginginkan keberlanjutan

yang lebih nyata.

Selain berdampak pada lingkungan, kebersihan pantai juga berpengaruh pada kehidupan
ekonomi warga. Salah satu informan menyatakan bahwa ketika pantai bersih, pengunjung
lebih nyaman dan pedagang menjadi lebih ramai. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat
bukan hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga memberi dampak langsung
terhadap ekonomi lokal. Karena itu, penguatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu

kunci utama agar kemitraan pengelolaan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Aktor pendukung lain yang memiliki peran penting adalah TPS3R, bank sampah, dan
pihak swasta. DLH menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah
di Cempae meliputi pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, serta pengelola TPS3R dan
bank sampah. Bentuk dukungan yang diberikan pun beragam, mulai dari tenaga untuk
kegiatan bersih pantai, edukasi kebersihan, hingga dukungan sarana dan pengolahan sampah.
Kehadiran aktor-aktor ini memperkuat pola kemitraan karena masing-masing memiliki

kontribusi berbeda yang saling melengkapi.

Dari sisi kelembagaan, TPS3R menjadi salah satu aktor pendukung yang sangat penting
meskipun masih dalam tahap pengaktifan kembali. TPS3R sudah memperoleh bantuan dari

Pertamina berupa oven dan pencacah, yang menunjukkan adanya dukungan dari sektor

8 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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swasta dalam memperkuat fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, kelurahan juga berperan
membentuk struktur pengurus dan membagi tugas secara lebih jelas, seperti bagian
pemilahan, penimbangan, dan sortir sampah. Dengan adanya dukungan kelembagaan dan
sarana tersebut, pola kemitraan di Cempae memiliki dasar yang cukup untuk berkembang,
meskipun tetap memerlukan peningkatan partisipasi warga agar berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.

2.1 Hasil Pengelolaan Sampah Melalui pola kemitraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota
Parepare, diketahui bahwa pengelolaan sampah melalui pola kemitraan telah menunjukkan
hasil yang cukup positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Kemitraan yang dibangun
melibatkan berbagai unsur, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kelurahan,
pengelola TPS3R, kelompok masyarakat, komunitas lingkungan, serta masyarakat sekitar.
Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi
dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab

bersama seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul
Pantai Cempae diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, aksi bersih pantali,
pengangkutan sampah secara rutin oleh DLH, penyediaan tempat sampah, sosialisasi
mengenai kebersihan lingkungan, hingga penguatan fungsi TPS3R sebagai pusat pengelolaan
sampah berbasis masyarakat. Kehadiran berbagai bentuk kegiatan tersebut menunjukkan
adanya hubungan kerja sama antarlembaga yang mulai terbentuk dalam upaya menjaga
kebersihan kawasan pesisir.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

"Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Pantai Cempae memberikan hasil yang

cukup nyata terhadap peningkatan kebersihan kawasan pantai. Kegiatan bersih pantai
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yang dilakukan secara kolaboratif mampu mengurangi tumpukan sampah dan menjaga
kebersihan pantai pada waktu tertentu. Selain itu, adanya keterlibatan berbagai pihak juga
berkontribusi pada meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya

menjaga kebersihan lingkungan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal."8®

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan telah menghasilkan
perubahan terhadap kondisi lingkungan Pantai Cempae. Walaupun perubahan tersebut
belum bersifat permanen, kegiatan kolaboratif mampu menurunkan volume sampah pada
waktu-waktu tertentu sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli

terhadap lingkungan pesisir.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat. Salah seorang warga

Pantai Cempae menyampaikan bahwa:

"Kalau dibilang bersih, belum sepenuhnya. Kadang memang terlihat bersih, apalagi
setelah ada kerja bakti, tapi tidak lama kemudian sampah muncul lagi, terutama

sampah plastik yang terbawa ombak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah melalui
pola kemitraan masih menghadapi tantangan berupa sampah kiriman dari laut dan
rendahnya kedisiplinan sebagian masyarakat. Dengan demikian, kebersihan pantai yang
tercipta setelah kegiatan gotong royong belum dapat dipertahankan dalam jangka waktu

yang lama.

Selain memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, pola kemitraan juga mulai
memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Seorang

informan menyampaikan bahwa:

8 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
8 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”



68

"Ada perubahan, walaupun belum besar. Kalau pantai bersih, pengunjung lebih
nyaman dan pedagang juga bisa lebih ramai. Tapi karena tidak rutin, dampaknya

belum maksimal."®’

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pantai yang bersin memiliki
hubungan langsung dengan meningkatnya kenyamanan pengunjung sehingga
memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pelaku usaha di sekitar kawasan

wisata.

Temuan tersebut diperkuat kembali oleh informan lain yang mengatakan:

"Pantai yang bersih secara langsung meningkatkan jumlah pembeli di lapak-lapak
UMKM sekitar."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa bahwa
kebersihan kawasan Tanggul Pantai Cempae memberikan dampak positif terhadap
aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan pantai.
Kondisi pantai yang bersih membuat pengunjung merasa lebih nyaman untuk datang dan
berwisata, sehingga jumlah pembeli di lapak-lapak UMKM meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya
berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi

bagi masyarakat sekitar melalui meningkatnya aktivitas usaha dan kunjungan wisata.

Data tersebut memperlihatkan bahwa hasil pengelolaan sampah melalui pola
kemitraan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memberikan manfaat
sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kebersihan lingkungan mampu
meningkatkan daya tarik wisata sehingga aktivitas perdagangan masyarakat menjadi
lebih hidup.

87 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”
8 Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai
koordinator utama. DLH bekerja sama dengan pemerintah kelurahan, masyarakat,
komunitas lingkungan, serta TPS3R dalam melaksanakan berbagai program pengelolaan

sampah.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH:

"Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae
meliputi DLH, pemerintah kelurahan, TNI, masyarakat sekitar, komunitas atau LSM
lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Kerja sama ini dijalankan
melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan, serta pengelolaan dan

pengangkutan sampah.'s®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa DLH tidak hanya
bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga berfungsi sebagai koordinator yang
menghubungkan seluruh unsur kemitraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan DLH dalam
membangun koordinasi dengan pemerintah kelurahan, masyarakat, dan TPS3R sehingga

seluruh kegiatan dapat berjalan secara terpadu.

Selain DLH, pemerintah kelurahan juga memiliki peran penting dalam mendukung
keberhasilan pola kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT yang
terlibat dalam kegiatan kelurahan, diketahui bahwa pemerintah kelurahan berfungsi
sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi

dan pembinaan kepada warga.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

8 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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"Membantu menghimbau warga/masyarakat untuk membawa sampahnya ke TPS3R."
90

Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berupaya meningkatkan
partisipasi masyarakat melalui pendekatan persuasif. Selain memberikan imbauan,
kelurahan juga berperan dalam mengatur pembagian tugas pada pengelolaan TPS3R

sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas.

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

"Setiap bidang bekerja sesuai bidangnya seperti pemilah tugasnya memilah sampah,
penimbang bertugas menimbang sampah, penanggung jawab bertugas membuat
media sosial terkait TPS3R dan meng-update tiap ada kegiatan."*!

Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan telah
menerapkan prinsip kerja sama yang terorganisasi. Setiap anggota menjalankan fungsi
yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas

pengelolaan sampah di kawasan Pantai Cempae.

Dalam pelaksanaan kemitraan, TPS3R juga menjadi salah satu unsur yang memiliki
peran strategis. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota TPS3R diketahui bahwa
keberadaan TPS3R saat ini sedang diaktifkan kembali setelah dilakukan pembentukan

kelompok pengelola yang baru.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"TPS3R ini baru mau difungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru

karena kemarin sempat berjalan walau sebentar di tahun 2024." 2

9 Yyliana, “Ketua RT.O3 Sentral.”
1 Yuliana, “Ketua RT.O3 Sentral.”
92 Tahir, “Anggota TPS3R.”
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Informasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan TPS3R menjadi
salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis
masyarakat. Dengan beroperasinya kembali TPS3R diharapkan proses pemilahan,
pengolahan, dan pemanfaatan sampah dapat berjalan lebih optimal dibandingkan

sebelumnya.

Selain itu, anggota TPS3R juga menjelaskan bahwa sumber sampah yang dikelola
sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar kawasan Pantai Cempae. Pengelola
TPS3R menyatakan bahwa:

"Sejauh ini dari warga." 3

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan di Pantai Cempae telah
menerapkan prinsip kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan fungsi
masing-masing. Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Struktural Fungsional Talcott
Parsons yang menjelaskan bahwa setiap unsur dalam sistem sosial memiliki fungsi
tertentu yang saling melengkapi untuk menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks
penelitian ini, DLH menjalankan fungsi koordinasi, pemerintah kelurahan menjalankan
fungsi pembinaan, TPS3R menjalankan fungsi pengelolaan sampah, sedangkan

masyarakat menjalankan fungsi partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat

belum sepenuhnya merata. Salah seorang warga menyampaikan bahwa:

"Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan,
komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut.

Yang aktif itu orangnya itu-itu saja."?*

93 Tahir, “Anggota TPS3R.”
% Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pola kemitraan masih
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat. Partisipasi yang belum merata
menyebabkan kegiatan kebersihan masih bergantung pada kelompok masyarakat

tertentu sehingga keberlanjutan program belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan TPS3R mulai memberikan
kontribusi dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH:

"TPS3R berperan dalam mengelola sampah yang dikumpulkan dari masyarakat
melalui proses pemilahan dan pengolahan, khususnya sampah yang bernilai

ekonomis." %

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa TPS3R memiliki peran penting dalam pola
kemitraan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae, yaitu mengelola
sampah yang telah dikumpulkan masyarakat melalui proses pemilahan dan pengolahan,
terutama sampah yang memiliki nilai ekonomis. Peran tersebut menunjukkan bahwa
TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga
sebagai pusat pengelolaan sampah yang mendukung pengurangan volume sampah serta
pemanfaatan kembali sampah yang masih bernilai. Dengan demikian, keberadaan
TPS3R menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih
efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberadaan TPS3R menunjukkan bahwa pengelolaan sampah mulai diarahkan pada
prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), sehingga sampah tidak hanya dibuang tetapi

juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam

% Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah memberikan dampak positif
terhadap peningkatan kebersihan lingkungan, tumbuhnya kesadaran masyarakat,
meningkatnya kenyamanan kawasan wisata, serta munculnya manfaat ekonomi bagi
masyarakat sekitar. Namun demikian, hasil tersebut belum sepenuhnya optimal karena
masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum rutinnya
kegiatan kolaboratif, keterbatasan sarana pendukung, serta adanya sampah kiriman dari
laut. Oleh karena itu, keberlanjutan pola kemitraan memerlukan penguatan koordinasi
antarpemangku kepentingan, peningkatan edukasi masyarakat, serta pelaksanaan

program kebersihan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.

2.2 Kendala dalam Pelaksanaan Kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan
kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae. Kendala tersebut meliputi
keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran

masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak.

Meskipun pola kemitraan telah dibangun, pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai kendala yang cukup memengaruhi efektivitas program. Kendala yang paling
menonjol adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.
Informan DLH menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah akan menjadi tidak
maksimal jika salah satu unsur, khususnya masyarakat, tidak menjalankan perannya
dengan baik. Warga juga mengakui bahwa yang aktif mengikuti kegiatan kebersihan
hanyalah sebagian kecil masyarakat, sedangkan lainnya belum terlibat secara konsisten.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemitraan masih bertumpu pada kelompok-

kelompok tertentu dan belum menjadi gerakan kolektif yang menyeluruh.

(13
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“Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta

masih rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat.”?

Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa sampah yang ada
di pantai bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas mereka, sehingga rasa tanggung jawab

bersama belum terbentuk secara merata.

“ Ada juga yang merasa sampah itu datang dari laut, bukan dari warga sini, jadi

mereka merasa tidak bertanggung jawab %’

Dalam konteks teori fungsional, kendala ini menunjukkan belum optimalnya fungsi
adaptation dan latency. Sistem sosial belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri
dengan tekanan lingkungan dan membangun nilai kebersihan sebagai norma yang

mengikat.

Kendala berikutnya adalah koordinasi antar pihak yang belum sepenuhnya jelas dan
terstruktur. Beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa mereka sering hanya
diminta ikut bersih-bersih, tetapi tidak mengetahui secara rinci bagaimana sampah yang
sudah dikumpulkan kemudian diangkut atau diolah. Hal ini menunjukkan adanya
kelemahan dalam komunikasi dan pembagian tugas. Dalam kemitraan yang ideal, setiap
pihak seharusnya memahami fungsi masing-masing agar kerja sama dapat berjalan lebih
terarah dan berkelanjutan. Ketika pembagian peran tidak dipahami dengan baik, maka

kerja sama cenderung hanya berjalan pada tataran kegiatan sesaat.

“Kami hanya diminta ikut bersih-bersih, tetapi kami tidak mengetahui secara rinci
bagaimana sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diangkut dan diolah seperti

apa.”®®

% Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
7 Bapak Sudirman, “Warga/Mayarakat Tanggul Pantai Cempae.”
% Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”
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Selain itu, keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran juga menjadi hambatan yang
cukup besar. DLH menyebutkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya
dana, kurangnya fasilitas pendukung, dan belum optimalnya sarana yang tersedia untuk
menunjang pengelolaan sampah. TPS3R pun masih berada pada tahap pengaktifan
kembali sehingga belum mampu menjalankan fungsi secara penuh. Bahkan, sebagian
fasilitas yang digunakan saat ini masih bergantung pada bantuan dari pihak luar seperti
Pertamina. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pola kemitraan masih rentan

jika tidak diikuti dukungan sarana dan pendanaan yang memadai.

Dengan demikian, dinamika pengelolaan sampah di Pantai Cempae mencerminkan
proses sosial yang masih berada pada tahap transisi menuju sistem yang lebih mapan

dan berkelanjutan.
2.3 Dampak Pengelolaan Sampah melalui Pola Kemitraan

Dari sisi dampak, penerapan pola kemitraan memberikan perubahan positif terhadap
kondisi kebersihan pantai. Volume sampah dapat dikurangi secara signifikan pada waktu
tertentu, dan kawasan pantai menjadi lebih layak sebagai ruang publik dan destinasi

wisata.

Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae memberikan
dampak positif, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat sekitar.
Dari sisi lingkungan, kegiatan bersih pantai secara kolaboratif mampu mengurangi

timbunan sampah dan menjaga kebersihan pantai pada waktu tertentu.

“Kegiatan bersih pantai yang dilakukan secara kolaboratif mampu mengurangi

tumpukan sampah dan menjaga kebersihan pantai pada waktu tertentu.” *

Dampak lain yang mulai terlihat adalah meningkatnya kesadaran sosial sebagian

masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun belum menyeluruh,

9 Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”
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kemitraan ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa persoalan sampah
adalah tanggung jawab bersama. Warga mulai mengenali bahwa kebiasaan membuang
sampah sembarangan akan berdampak langsung pada lingkungan mereka sendiri. Dalam
konteks ini, pola kemitraan berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme kerja teknis,
tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial yang secara perlahan membangun perubahan

perilaku masyarakat.

Dari sisi ekonomi, pengelolaan sampah melalui kemitraan juga memberi dampak
pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya pedagang dan pelaku UMKM. Warga
menyampaikan bahwa pantai yang bersih membuat pengunjung lebih nyaman, sehingga
jumlah pembeli di lapak-lapak sekitar juga meningkat. Selain itu, rencana
pengembangan TPS3R seperti pemilahan sampah, budidaya magot, dan sistem barter
sampah menunjukkan adanya potensi ekonomi baru dari pengelolaan sampah. Dengan
demikian, dampak kemitraan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan

ekonomi.

Namun demikian, dampak positif tersebut masih belum sepenuhnya stabil karena
pelaksanaannya belum berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Selama kegiatan
masih bergantung pada kerja bakti atau program sesaat, manfaat yang dirasakan
masyarakat akan mudah hilang ketika kegiatan berhenti. Karena itu, dampak yang ada
masih perlu diperkuat melalui sistem kerja yang lebih teratur, dukungan fasilitas yang

cukup, serta keterlibatan masyarakat yang lebih konsisten.
B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang telah diperoleh peneliti di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota
Parepare. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott
Parsons melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency)
untuk memahami dinamika pengelolaan sampah melalui pola kemitraan yang terbentuk.



77

1. Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah di Tanggul Pantai Cempae

Kota Parepare

Pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare merupakan
salah satu bentuk upaya bersama dalam mengatasi persoalan lingkungan yang
melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa pola kemitraan
yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pembersihan
sampah, tetapi juga menitikberatkan pada pembagian peran, koordinasi, komunikasi,
serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Kemitraan
tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare sebagai instansi
yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kelurahan Cempae
sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, TPS3R sebagai pelaksana
teknis pengelolaan sampah, serta masyarakat sebagai pihak yang secara langsung
berinteraksi dengan lingkungan pesisir. Keterlibatan berbagai aktor tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja,
melainkan membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan agar tujuan menjaga

kebersihan lingkungan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Dinas
Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator utama dalam merumuskan kebijakan,
menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pengangkutan sampah, serta
memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan
fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong
terbangunnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam praktiknya, DLH tidak bekerja
sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan pemerintah kelurahan, TPS3R, serta
kelompok masyarakat agar setiap program pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bentuk koordinasi tersebut menjadi salah
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satu faktor yang menentukan keberhasilan pola kemitraan, karena setiap aktor
memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.
Peran Pemerintah Kelurahan Cempae dalam pola kemitraan juga memiliki posisi yang
strategis. Pemerintah kelurahan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah
daerah dengan masyarakat sebagai pelaksana utama di lapangan. Melalui koordinasi
yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah kelurahan berupaya menggerakkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, sosialisasi kebersihan lingkungan,
maupun berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan
yang dibuat pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah di tingkat
lokal dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Dengan
adanya komunikasi yang baik, masyarakat menjadi lebih mudah memahami tujuan
program pengelolaan sampah serta terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam

menjaga kebersihan kawasan Tanggul Pantai Cempae.

Selain pemerintah, keberadaan TPS3R menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
pola kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian, TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai
tempat pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle, tetapi juga
menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak
dari sumbernya. Keberadaan TPS3R membantu mengurangi volume sampah yang harus
dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui
pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Dengan demikian, fungsi
TPS3R tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku

masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam keberhasilan
pola kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan
sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam

menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi masyarakat terlihat melalui kegiatan kerja
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bakti, keterlibatan dalam pembersihan kawasan pantai, serta kepedulian terhadap
kebersihan lingkungan sekitar. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat belum
sepenuhnya merata, adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan
menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pola kemitraan
yang dibangun telah memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat

dalam menjaga lingkungan pesisir.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, pola
kemitraan yang berlangsung di Tanggul Pantai Cempae menunjukkan adanya hubungan
yang saling melengkapi antaraktor dalam menjalankan fungsi sosialnya. Parsons
menjelaskan bahwa suatu sistem sosial akan berjalan secara efektif apabila mampu
memenuhi empat fungsi utama yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu Adaptation,
Goal Attainment, Integration, dan Latency. Keempat fungsi tersebut tampak dalam
praktik pengelolaan sampah di kawasan penelitian. Fungsi adaptation terlihat dari
kemampuan pemerintah, TPS3R, dan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap
kondisi lingkungan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah
perkotaan pada umumnya. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana
pengelolaan sampah, pelaksanaan kegiatan pembersihan pantai secara berkala, serta
penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemampuan
melakukan adaptasi menjadi syarat penting agar sistem pengelolaan sampah tetap
berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya volume

sampah akibat aktivitas wisata maupun kiriman sampah dari luar kawasan.

Lebih lanjut, fungsi goal attainment dalam teori Talcott Parsons tercermin dari
adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh pihak yang terlibat, yaitu
menciptakan kawasan Tanggul Pantai Cempae yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.
Tujuan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi

juga menjadi komitmen bersama pemerintah kelurahan, TPS3R, serta masyarakat.
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Berdasarkan hasil penelitian, setiap aktor telah memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing sehingga pelaksanaan program pengelolaan sampah memiliki arah yang
jelas. Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada penyusunan kebijakan, penyediaan
sarana, dan pengawasan, pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator yang
menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, TPS3R menjalankan fungsi teknis
dalam pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui berbagai
kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan
bahwa pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada satu aktor, melainkan merupakan

hasil dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Kejelasan tujuan tersebut juga memberikan dampak terhadap meningkatnya
efektivitas pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari semakin
terkoordinasinya kegiatan pembersihan kawasan pantai, meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta adanya upaya
pengurangan volume sampah melalui kegiatan yang dilakukan TPS3R. Meskipun
demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya
optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi sebagian
masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya sampah Kkiriman yang
berasal dari wilayah lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pola
kemitraan masih memerlukan penguatan koordinasi dan komitmen bersama agar tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Fungsi integration menjadi aspek yang paling menonjol dalam hasil penelitian ini.
Parsons menjelaskan bahwa integrasi merupakan kemampuan suatu sistem sosial dalam
menjaga hubungan yang harmonis antar unsur yang terdapat di dalamnya. Dalam
konteks penelitian ini, integrasi tercermin melalui koordinasi yang dibangun antara
Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan Cempae, TPS3R, serta masyarakat.
Hubungan tersebut tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan kegiatan

pembersihan pantai, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
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program pengelolaan sampah. Adanya komunikasi yang intensif antarpihak
menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki kesadaran bahwa pengelolaan sampah

merupakan tanggung jawab bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik menjadi faktor utama
yang menjaga keberlangsungan pola kemitraan. Setiap permasalahan yang muncul
diupayakan untuk diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak
menghambat pelaksanaan program. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa integrasi
yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adanya rasa
saling percaya, saling membutuhkan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan
bersama. Menurut analisis peneliti, keberhasilan menjaga hubungan antarpihak inilah
yang menjadi kekuatan utama pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae. Tanpa adanya
integrasi yang baik, masing-masing aktor akan bekerja secara sendiri-sendiri sehingga

efektivitas pengelolaan sampah akan sulit diwujudkan.

Selanjutnya, fungsi latency atau pemeliharaan pola terlihat melalui berbagai upaya
yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah bersama TPS3R dan pemerintah
kelurahan tidak hanya melaksanakan kegiatan pembersihan sampah, tetapi juga
melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan. Upaya tersebut bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat
memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya serta berpartisipasi dalam
kegiatan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif Parsons, pemeliharaan nilai dan
norma merupakan syarat penting bagi keberlangsungan suatu sistem sosial. Oleh karena
itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi investasi jangka panjang yang akan

menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat fungsi AGIL saling berkaitan dan

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adaptasi memungkinkan setiap aktor
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menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, pencapaian tujuan memberikan arah
yang jelas terhadap pelaksanaan program, integrasi menjaga hubungan antaraktor agar
tetap harmonis, sedangkan pemeliharaan pola memastikan nilai-nilai kepedulian
terhadap lingkungan tetap terjaga. Apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan
dengan baik, maka keseimbangan sistem akan terganggu dan efektivitas pola kemitraan
akan mengalami penurunan. Dengan demikian, teori Struktural Fungsional Talcott
Parsons mampu menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai
Cempae tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi juga
dipengaruhi oleh kemampuan seluruh aktor dalam menjalankan fungsi sosialnya secara

seimbang dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian
terdahulu yang telah dibahas pada Bab I1. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya
menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kemitraan dipengaruhi
oleh tingkat koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah
daerah. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena menunjukkan bahwa
kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan, TPS3R, dan
masyarakat mampu menciptakan mekanisme kerja yang lebih efektif dibandingkan
apabila pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian,
penelitian ini juga memiliki karakteristik yang berbeda karena objek penelitian berada di
kawasan pesisir yang menghadapi tantangan berupa sampah kiriman dari laut. Kondisi
tersebut menyebabkan pola kemitraan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada
pengelolaan sampah domestik, tetapi juga memerlukan kemampuan adaptasi terhadap

faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis peneliti, pola kemitraan yang telah dibangun di Tanggul Pantai
Cempae memberikan implikasi yang penting terhadap penguatan tata kelola lingkungan
di Kota Parepare. Kemitraan tersebut membuktikan bahwa penyelesaian persoalan

lingkungan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku
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kepentingan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun kebijakan, tetapi juga
harus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan TPS3R,
memperluas edukasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat. Dengan demikian, pola kemitraan yang telah diterapkan tidak hanya
memberikan manfaat terhadap peningkatan kebersihan kawasan pantai, tetapi juga
memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang partisipatif, kolaboratif, dan

berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Pola kemitraan yang terbangun dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae
juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lingkungan tidak hanya
ditentukan oleh ketersediaan regulasi ataupun fasilitas yang dimiliki pemerintah,
melainkan dipengaruhi oleh tingkat komitmen setiap aktor dalam menjalankan perannya
secara konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kemitraan yang terjalin tidak
bersifat hierarkis, tetapi lebih menekankan pada pembagian peran sesuai dengan
kapasitas masing-masing pihak. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai
regulator dan fasilitator, Pemerintah Kelurahan memperkuat koordinasi di tingkat lokal,
TPS3R melaksanakan fungsi operasional dalam pengelolaan sampah, sedangkan
masyarakat menjadi aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya berbagai
program yang telah dirancang. Pembagian peran tersebut mencerminkan bahwa setiap
unsur dalam sistem memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga tidak terdapat

pihak yang dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan pihak lainnya.

Temuan tersebut semakin mempertegas pandangan Talcott Parsons yang menyatakan
bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang
saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu subsistem tidak menjalankan
fungsinya secara optimal, maka akan memengaruhi keseimbangan sistem secara
keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, misalnya, apabila masyarakat tidak
berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, maka upaya yang dilakukan oleh

pemerintah dan TPS3R akan menjadi kurang efektif. Sebaliknya, apabila pemerintah
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tidak menyediakan dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan pembinaan, maka
partisipasi masyarakat juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian, keberhasilan
pengelolaan sampah merupakan hasil dari hubungan timbal balik antaraktor yang saling

mendukung untuk mempertahankan stabilitas sistem pengelolaan lingkungan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola kemitraan yang telah
dibangun memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya rasa memiliki (sense of
ownership) masyarakat terhadap kawasan Tanggul Pantai Cempae. Masyarakat tidak
lagi memandang kebersihan pantai sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi
mulai memahami bahwa kebersihan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang
akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Kesadaran tersebut
tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, partisipasi pada
kegiatan pembersihan pantai, serta dukungan terhadap berbagai program yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan TPS3R. Menurut analisis peneliti, perubahan cara
pandang masyarakat tersebut merupakan indikator penting bahwa pola kemitraan yang
diterapkan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik berupa lingkungan yang lebih
bersih, tetapi juga menghasilkan perubahan sosial berupa meningkatnya kepedulian dan

tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola kemitraan masih menghadapi
beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu kendala yang
masih sering dihadapi adalah belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat. Masih
terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap
pentingnya pengelolaan sampah sehingga perilaku membuang sampah sembarangan
masih ditemukan dalam kondisi tertentu. Selain itu, karakteristik kawasan pesisir
menyebabkan adanya sampah kiriman yang terbawa arus laut maupun sungai sehingga
volume sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae tidak sepenuhnya berasal dari
aktivitas masyarakat setempat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena

memerlukan koordinasi yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat kelurahan maupun
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kota, tetapi juga melibatkan wilayah lain yang menjadi sumber masuknya sampah ke

kawasan pesisir.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas
pelaksanaan pola kemitraan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan fasilitas
pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan di lapangan masih
memerlukan peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas fasilitas pengelolaan
sampah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pemilahan,
pengangkutan, dan pengolahan sampah. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti,
keberlanjutan pola kemitraan harus diikuti dengan penguatan dukungan kelembagaan,
peningkatan kapasitas TPS3R, serta penyediaan sarana yang memadai agar seluruh

proses pengelolaan sampah dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Apabila ditinjau dari perspektif Administrasi Publik, pola kemitraan yang diterapkan
di Tanggul Pantai Cempae mencerminkan penerapan prinsip collaborative governance,
yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
dalam proses penyelesaian masalah publik. Permasalahan sampah merupakan persoalan
yang kompleks sehingga penyelesaiannya tidak dapat dibebankan hanya kepada
pemerintah. Keterlibatan masyarakat, lembaga lokal, serta kelompok pengelola seperti
TPS3R menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program
telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif. Kondisi tersebut
menjadi salah satu indikator bahwa kemitraan bukan sekadar bentuk kerja sama formal,
melainkan telah berkembang menjadi mekanisme kolaborasi yang mampu memperkuat

efektivitas pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa pola
kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah menunjukkan
perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Keberhasilan yang telah dicapai bukan semata-mata disebabkan oleh adanya kebijakan
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pemerintah, tetapi merupakan hasil dari sinergi antaraktor yang mampu menjalankan
fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam
perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa fungsi Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency telah berjalan
secara relatif seimbang sehingga mampu menciptakan stabilitas dalam sistem
pengelolaan sampah. Namun demikian, keseimbangan tersebut harus terus
dipertahankan melalui penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat,
pengembangan kapasitas TPS3R, serta komitmen pemerintah dalam mendukung
keberlanjutan program pengelolaan sampah. Dengan demikian, pola kemitraan yang
telah dibangun tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan
di Tanggul Pantai Cempae, tetapi juga menjadi model kolaborasi yang dapat
dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan pada kawasan pesisir lainnya di Kota

Parepare maupun daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pola kemitraan tidak hanya diukur
dari terlaksananya berbagai program pengelolaan sampah, tetapi juga dari kemampuan
selurun aktor dalam membangun hubungan kerja yang berkelanjutan, saling
memperkuat, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembahasan
selanjutnya difokuskan pada analisis mengenai hasil yang telah dicapai melalui
penerapan pola kemitraan tersebut, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun
kelembagaan, sebagai indikator keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul

Pantai Cempae Kota Parepare.

2. Analisis Hasil atau Dampak Pengelolaan Sampah Melalui Pola Kemitraan di

Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare

Pengelolaan sampah melalui pola kemitraan yang diterapkan di Tanggul Pantai
Cempae Kota Parepare memberikan berbagai dampak positif, baik dari aspek

lingkungan, sosial, ekonomi maupun kelembagaan. Dampak tersebut merupakan hasil



87

dari keterlibatan berbagai pihak yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara
bersama-sama dalam upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak yang paling terlihat adalah terjadinya
perubahan kondisi lingkungan di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Sebelum adanya
berbagai kegiatan kolaboratif dalam pengelolaan sampah, kawasan pesisir sering
dipenuhi oleh sampah plastik, kayu, dan berbagai jenis sampah lainnya yang terbawa
arus laut maupun berasal dari aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya
mengurangi estetika kawasan pantai, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan
ekosistem pesisir. Namun, melalui kegiatan pembersihan rutin, pengangkutan sampah,
penyediaan fasilitas kebersihan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga
lingkungan, kondisi kawasan Tanggul Pantai Cempae secara bertahap mengalami
perbaikan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dibangun telah
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan pesisir.
Kawasan pantai menjadi lebih bersih, nyaman, dan layak dimanfaatkan sebagai ruang
publik maupun kawasan wisata. Kondisi lingkungan yang semakin baik juga berpotensi
mendukung keberlanjutan fungsi ekologis kawasan pesisir sebagai habitat berbagai biota
laut serta sebagai pelindung alami wilayah pantai dari ancaman kerusakan lingkungan.

Selain memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, pola kemitraan juga
berpengaruh terhadap aspek sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
adanya kerja sama antara pemerintah, TPS3R, dan masyarakat telah mendorong
peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan. Kesadaran tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
kegiatan kerja bakti, aksi bersih pantai, serta berbagai kegiatan sosial yang berkaitan

dengan pengelolaan sampah.
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Peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pola kemitraan yang
diterapkan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik berupa lingkungan yang lebih
bersih, tetapi juga mampu membentuk perilaku sosial yang lebih peduli terhadap
lingkungan. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai proses
internalisasi nilai-nilai kebersihan yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi
sosial, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan

lingkungan.

Dampak lainnya yang juga dapat dirasakan adalah meningkatnya solidaritas sosial di
antara masyarakat. Kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan kolaborasi dalam
membersihkan kawasan pantai telah memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat
maupun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga kebersihan
lingkungan, tetapi juga menjadi media untuk membangun kebersamaan, rasa tanggung

jawab kolektif, serta memperkuat modal sosial masyarakat pesisir.

Dari aspek ekonomi, keberadaan TPS3R dan pengelolaan sampah berbasis prinsip
reduce, reuse, dan recycle berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sampah yang sebelumnya dianggap tidak memiliki manfaat dapat dimanfaatkan kembali
melalui proses pemilahan dan pengolahan sehingga memiliki nilai ekonomi tertentu.
Walaupun manfaat ekonomi tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh
masyarakat, keberadaan TPS3R menunjukkan adanya peluang pengembangan ekonomi
berbasis lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

Selain itu, kondisi kawasan pantai yang lebih bersih juga dapat meningkatkan daya
tarik wisata Tanggul Pantai Cempae. Kawasan wisata yang bersih dan nyaman akan
memberikan kesan positif bagi pengunjung sehingga berpotensi meningkatkan jumlah

wisatawan. Peningkatan aktivitas wisata pada akhirnya dapat memberikan dampak
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ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berkembangnya usaha kecil, perdagangan,
maupun kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Dari aspek kelembagaan, pola kemitraan yang telah dibangun menunjukkan adanya
penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dinas Lingkungan Hidup,
Pemerintah Kelurahan Cempae, TPS3R, serta masyarakat mulai memiliki mekanisme
kerja sama yang lebih terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
Penguatan kelembagaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan
program karena memungkinkan setiap aktor untuk menjalankan perannya sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, hasil
pengelolaan sampah melalui pola kemitraan menunjukkan bahwa fungsi Adaptation,
Goal Attainment, Integration, dan Latency telah menghasilkan berbagai perubahan
positif dalam sistem sosial masyarakat pesisir. Fungsi adaptasi memungkinkan
masyarakat dan lembaga terkait untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan
yang rentan terhadap pencemaran. Fungsi pencapaian tujuan berhasil diwujudkan
melalui terciptanya lingkungan yang lebih bersin dan meningkatnya partisipasi
masyarakat. Fungsi integrasi tercermin dari semakin kuatnya hubungan kerja sama
antaraktor, sedangkan fungsi pemeliharaan pola terlihat dari terbentuknya kesadaran
masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kebersihan dan kepedulian terhadap

lingkungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah
melalui pola kemitraan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum meratanya
tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta keberadaan
sampah kiriman dari wilayah lain yang masih menjadi persoalan utama di kawasan
pesisir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan edukasi lingkungan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar
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manfaat dari pola kemitraan tersebut dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan
datang.

Dengan demikian, pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai
Cempae telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas
lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi ekonomi berbasis
lingkungan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Keberhasilan tersebut
menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan strategi yang relevan dan efektif
dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah di kawasan pesisir yang memiliki

karakteristik sosial dan ekologis yang kompleks.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dinamika Pengelolaan Sampah Melalui
Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare, serta hasil analisis
data yang diperolen melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae
telah melibatkan berbagai aktor, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
pemerintah kelurahan, pengelola TPS3R, masyarakat, komunitas lingkungan,
serta unsur pendukung lainnya. Masing-masing pihak menjalankan fungsi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. DLH berperan sebagai
koordinator utama dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan
prasarana, pengangkutan sampah, kegiatan bersih pantai, sosialisasi, dan
pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan berperan sebagai
penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan,
penyampaian informasi, serta mendorong partisipasi warga dalam
memanfaatkan TPS3R. Pengelola TPS3R menjalankan fungsi pemilahan dan
pengolahan sampah agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomis, sedangkan
masyarakat berperan sebagai pelaksana utama dalam menjaga kebersihan
lingkungan melalui partisipasi pada kegiatan kebersihan serta pengelolaan
sampah dari sumbernya. Pola kemitraan tersebut menunjukkan adanya
hubungan kerja sama antarpemangku kepentingan yang saling melengkapi
meskipun koordinasi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2. Hasil pengelolaan sampah melalui pola kemitraan menunjukkan dampak

yang positif, namun belum optimal dan berkelanjutan. Dampak positif
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tersebut terlihat dari meningkatnya kebersihan kawasan Pantai Cempae
setelah pelaksanaan kegiatan bersih pantai, meningkatnya kesadaran sebagian
masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mulai
berfungsinya kembali TPS3R sebagai sarana pengelolaan sampah berbasis
masyarakat, serta munculnya manfaat ekonomi berupa meningkatnya
kenyamanan pengunjung dan aktivitas UMKM di sekitar kawasan pantali.
Akan tetapi, efektivitas pola kemitraan masih menghadapi berbagai kendala,
antara lain rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, terbatasnya sarana
pendukung, belum optimalnya koordinasi antarpihak, serta adanya sampah
kiriman dari laut yang menyebabkan kebersihan pantai sulit dipertahankan
secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan
edukasi masyarakat, optimalisasi peran TPS3R, serta komitmen seluruh mitra
menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih

efektif dan berkelanjutan di Tanggul Pantai Cempae.

Berdasarkan perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, temuan
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae
merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang saling
bergantung. Keberhasilan pola kemitraan ditentukan oleh kemampuan setiap aktor
menjalankan fungsi masing-masing secara terpadu. Ketika koordinasi, partisipasi, dan
pembagian peran berjalan dengan baik, sistem pengelolaan sampah mampu
menghasilkan kondisi lingkungan yang lebih bersih, meningkatkan kesadaran
masyarakat, dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi. Sebaliknya, apabila
salah satu unsur tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka efektivitas
pengelolaan sampah akan menurun sehingga tujuan bersama untuk menciptakan
kawasan Pantai Cempae yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan belum dapat

tercapai secara maksimal.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika pengelolaan sampah melalui
pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare, peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut, yaitu sebagai
berikut.

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare

Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi
dengan seluruh mitra yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Tanggul
Pantai Cempae. Selain mempertahankan program bersih pantai yang telah
berjalan, DLH juga perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari
sumbernya. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung,
seperti tempat sampah terpilah, alat pengangkutan, serta fasilitas pendukung
lainnya, perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat
berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pengelola TPS3R

Pemerintah kelurahan bersama pengelola TPS3R diharapkan mampu
memperkuat pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan,
gotong royong, dan pendampingan secara berkala. Pengelolaan TPS3R juga
perlu dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas
pengelola, serta pengembangan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah
yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, TPS3R tidak hanya berfungsi

sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat
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pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis
3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif
dalam menjaga kebersihan kawasan Pantai Cempae dengan tidak membuang
sampah sembarangan, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta
berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun komunitas. Keberhasilan pola kemitraan sangat
dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam
menjaga kebersihan lingkungan, sehingga diperlukan komitmen bersama
untuk menciptakan kawasan pantai yang bersih, sehat, nyaman, dan

berkelanjutan.
Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada dinamika
pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai
Cempae. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat
mengembangkan kajian dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya
menelaah efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pesisir, keberlanjutan
program TPS3R, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis
ekonomi sirkular, atau membandingkan pola kemitraan pengelolaan sampah
di kawasan pesisir lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya
diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus
memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
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Pedoman Observasi Penelitian

Judul Penelitian: Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai

Cempae

Tujuan Umum Observasi: Mengamati secara langsung kondisi lingkungan, aktivitas
pengelolaan sampah, serta interaksi dan kemitraan antar pihak yang terlibat dalam
pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae.

Identitas Lokasi Observasi

« Nama Lokasi: Tangpul Pantai Cempag
« Tanggal Observasi: 22 Desember 2025
= Wakiu Observasi: 10.00 WITA

A. Kondisi Kebersihan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Aspek vang [hamati

Indikator Observasi

Hasil Observasi

Catatan Khusus

Kebersihan area
pantai

Jumlah sampah yang
terlibat, jenis sampah
{organi/non organik)

Masih ada sampah
yang terlihat
khususnya sampah
organik seperti
plastik

- Diperlukan adanya
pemberdayaan terhadap
masyarakat sekitar pantai
cempae, khususnya terkan
dengan pengelolaan sampah
dengan melibatkan
stakeholder terkait seperti
Pemenntah daerah, Camat,
Lurah, BUMN, Kelompok
Masyarakat.

- Diperlukan adanya perubahan
paradigma masyarakat di
sekitar pantai cempae untuk
tidak membuang sampah
khususnya sampah plastik di
sekitar Pantai Cempae

Ketersediaan fasilitas
pengelolaan sampah

Ada atau tidaknya
TPS3R, tempat

sampah, papan
cdukasi

# Terdapat 1 Unit
TPS3R, yakm
TPS3R Lakessi
Terdapat tempat
sampah krisbow di
sekitar anjungan
ccmpac
# Tersapat 4 unit
kontamer sampah
di sekitar Pasar
Lakessi

- Sclain TPS3R, diperfukan
pengelolaan sampah melalw
Program Bank Sampah yang
diperuntukkan bag
masyarakat yang berdomisila
di sekitar Pantai Cempae

- Sampai saat ini, belum ada

Bank Sampah vang terbentuk

di Kelurahan Watang Sorcang.

- Pengelolaan Bank Sampah
hanva terdapat di Kelurahanb
Lakessi
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» Terdapat himbauan
untuk tidak
membuang sampah
di Laut

Kondis fasilitas

Bersih, rusak,
terawat, lengkap

Fasilitas vang
terdapat pada
TPS3R Lakessi
adalah 2 unit
Mesin Cacah
Orgamk dalam
kondisi baik dan
berfungsi, 2 unit
mesin pengayak
dalam kondisi baik
dan berfungsi serta

- Anggaran operasional dan
pemelihaman fasilitas berupa
sarana dan prasarana yang ada
di TPs3R dianggarkan melalu
Dinas Lingkungan Hidup Kota
Parepare

- Mesin cacah anorganik
merupakan bantuan dan PT.
Pertamina Patra Miaga Fuel
yang dianggarakn melalu
anggaran C5R Perusahaan

sarana dan - Pada TPS3R Lakess: pernah
prasanaa terdapat pemanfaatan sampah
pengelolaan dengan maggot, tetapi maggot
sampah lamnnya tersebut tidak dapat

» Terdapat Fasilitas berkembang biak yang
Mesin Pencacah diakibatkan oleh faktor dan
anorganik pengaruh cuaca.

B. Aktivitas Pengelolaan Sampah dan Pertisipasi Masvarakat

Aspek vang Diamati

Indikator Observasi

Hasil Observasi

Catatan Khusus

Pelaksanaan kegiatan
pembersihan pantai

Jumlah peserta,
wakiu pelaksanaan,
metade yang
digunakan

Kegiatan
Pembersihan
Pantai biasanya
dilaksanakan untuk
memperingati -

- Han Peduli
Sampah Nasional
setiap tanggal 21
Februari

- Han Lingkungan
Hidup Sedunia
seytiap tanggal 5
Jumi

- Word Clean Up
Day setiap
tanggal 09
September
K:giman tersebat
biasanya dihadin
oleh Pemerintah
Kota (SKPD,
Camat dan

- Sampah vang terkumpul dari
kegiatan aksi bersih pantai
biazanya diangkut langsung
ke TPA dengan
menggunakan armada
sampah Dinas Lingkungan
Hidup

- PT. Pertamina Patra Miaga
Fuel pernah menawarkan
aksi bersih panta khususnya
sampah plastik, di mana
sampah plostik yang
terkumpul akan dibeli oleh
Pertamina untuk diolah dan
dimanfaatkan pada TPS3R,
tetapi hal tersebut belum
pernah terwujud sampa
sekarang.

- Diperfukan pengadaan
sarana dan prasarana berupa
perahu sampah yang bisa

melakukan pembersihan
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sampah lakessi
untuk
sclanjutnya
diolah menjadi
paving blok
dan pot bunga

C. Peran dan Interaksi Pihak dalam Pola Kemitraan

Aspek Indikator Observasi Hasil Observasi Catatan Khusus
Pertisipas: aktif| o Sctiap kegiatan aksi | - Saat ini, sementara dalam
koordinasi, bersih yang proses pembentukan Bank
komunikasi antar dilakukan Sampah Induk di TPS3IR
pihak melibatkan Lakessi, di mana Bank

partisipasi aktif dari [ Sampah Induk tersebut
pemcrintah dacrah nantinya akan mengelola
(SKPD, Camat dan sampah dari masyarakat
Lurah), BUMN, yang berdomisili di 6
Kehadiran DLH, TNI, wewie i I8 waesy o
LSM, swasta, dan l.c ompok PR O
ingkungan penganggaranbnya akan
masyarakat o Kegiatan bersumber dari anggaran
pengelolaan CSR PT. Pertamina Patra
sampah pada Niaga Fuel.
TPS3R dan bank | - Pengurus Bank Sampah
sampah lacksst Induk di Lakessi akan
melibatkan DLH, dirckrut dari pengelola
PT. Pertamina Patra | Bank sampah yanga ada di
Niaga dan Kecamatan Sorcang
masyarakat.

Bentuk kemitraan Kescpakatan kerja o Pola kemitraan - Saat ini, sementara dalam
sama, dukungan yang akan proses pembentukan Bank
sumber dilakukan adalah Sampah Induk di TPS3R
daya pembagian tugas berupa kegiatan Lakessi, di mana Bank

optimalisasi Bank Sampah Induk terscbut
Sampah Induk yang | nantinya akan mengelola

diinisiasi olch PT.
Pertamina Patra
Niaga Fuel dan
Dinas Lingkungan
Hidup
Pengelolaan Bank
Sampah Induk akan
.mendapatkan
dukungan sumber
daya dari Dinas
Lingkungan Hidup

sampah dari masyarakat
vang berdomisili di 6
Kelurahan di Kecamatan
Sorcang, di mana
penganggaranbnya akan
bersumber dan anggaran
CSR PT. Pertamina Patra
Niaga Fuel.

- Pengurus Bank Sampah
Induk di Lakessi akan
dirckrut dari pengelola
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Lurah), BUMMN, langsung pada wilayah
pihak swasta, pantai khususnya pantai
masyarakat, cemape.
kelompokj pegiat
linglkungan,
Ikatan Duta
Lingkungan
Hidup dan TNI
/POLRI
Partisipasi Tingkat keterlibatan | « Keterlibatan warga | - Diperlukan adanya
masyarakat warga sckitar dan sckitar terhadap kesadaran, kepedulian dan
kelompok lingkungan kegiatan aksi perubahan paradigma

bersih pantar masih
dianggap kurang
optimal sedangkan
keterlibatan
kelompok / pegiat
lingkungan dapat
dianggap sudah
maksimal dan
bahkan terlibat
sevara langsung
pada sctiap mome
kegiatan aksi
bersih pantai yang
dilakukan

masyarakat untuk dapat
terlibat langsung melalu
setiap kegiatan aksi bersih
yang dilakukan

- Diperfukan adanya tanggung
jawab dan peran serta
masyarakat sekitar untuk
tidak membuang sampah ke
Pantai dan malah sebaliknva
senantiasa menjaga kondisi
kebersihan pantar Cempae.

Pengelolaan sampah
di TPS3R

Proses pemilahan,
penimbangan, dan
penyimpanan

» Pengeloloan
sampah vang
dilaksankan pada
TPS3R adalah:

I. Pengelolaan
sampah
organik dengan
memanfaatkan
sampah yang
bersumber dar
si5a SAyUran
dan buah
buahan dan
Pasar Lakessi
untuk diclah
mienjadi
kompos.
Pemanfaatan
sampah
anorganik yang
bersumber dari
sampah yang
terkumpul
pada bank

[

- Metode Pengkomposan yang
dilakukan adalah metode
open windrow dan metode
takakura

- Metode pemanfaatan sampah
anorganik yang dilakukan
masih mengrunakan metode
konvensional melalui
pembakaran sampah plastik

secara langsung.
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dan pengurus bank
sampah di
kecamatan Soreang
sedangkan
dukungan finansial
akan disupport
langsung oleh PT.
Pertamina Patra
Miaga Fuel melalui
alokasi anggaran

CSR

Bank sampah yanga ada di
Kecamatan Soreang

Hambatan dan solusi

Masalah yang muncul
dan penanganannya

Permasalahan
dalam pengelolaan
Bank Sampah
Induk biasanya
terkait dengan
pemasaran sampah
vang terkumpul
dan nasabah.
Permasalahan
pengeloloan TPS3R
adalah terkait
dengan
ketersediaan alokast
anggaran dan
sarana dan prasaran
vang ada pada
Dinas Lingkungan
Hidup

- Telah dilakukan
komunikasi awal dengan
pengelola sampah yang
ada di Kabupaten Maros
dan Kota Makassar

- Diupayakan sampah yang
terkumpul pada Bank
Sampah dapat dikinm
langsung ke pengepul
Industri dawr ulang di Luar
Sulawesi

- Kompos vang dihasilkan
pada TPS3R masih
dipergunakan sendini dan
tidak diperjulbelikan
karena belum ada regulai

yang mcngalur

D. Dampak dan Persepsi Masyarakat

Aspek Indikator Observasi Hasil Observasi Catatan Khusus
Perubahan kondisi Kebersihan setelah » Kondisi kebersihan | - Diperlukan
lingkungan kegiatan, keluhan atan pantai scielah adanya partisipasi

pujian masyarakat dilakukan aksi bersih aktif dan
mengalami keterhbatan
perubahan yang masyarakat untuk
ditandai dengan senantiasa
berkurangnya menjaga kondisi
sampah plastik yang kebersihan pantai
diambal di sekitar cempae dengan

panta Cempae
kondisi tersebut
tidak akan bertahan
lama yang
diakibatkan oleh :
1. masih ada
beberapa

tidnk membuang
sampah secara
sembarangan ke
paniai.
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masyarakat yang
biasa membuang
sampah langsung

ke Pantai
2. Kondisi Teluk
Parepare yang
menycbabkan
sampah yang
masuk dan
terbuang ke
Teluk tidak akan
pemah keluar
dan akan
berkumpul di
sckitar anjungan
pantai cempac
Kesadaran dan Respon terhadap Respon masyarakt - Diperlukan
partisipasi masyarakat | edukasi dan kegiatan terhadap kegiatan adanya Kegiatan
pengelolaan sampah pengelolaan sampah Komunikasi,
masih minim dan Informasi dan
dianggap masih Edukasi kepada
kurang, i dapat masyarakat
terlihat dari secara
minimnya warga berkesinambunga
masyarakat yang n dan
menjadi nasabah berkelanjutan
pada Bank Sampah dalam mengubah
pola pikir, pola
sikap dan
paradigma
masyarakat
terhadap
pengelolaan
sampah
Harapan dan cvaluasi | Umpan balik dan Pola kemitraan yang | - Pola kemitraan
rekomendasi untuk selama ini telah merupakan salah
keberlanjutan pola dilakukan dengan satu langkah
kemitraan BUMN seperti PT. nyata yang dapat
Pertamina Patra dilakukan dalam
Niaga diupayakan melakukan
akan terus berlanjut. pengelolaan
Pola lemitraan yang sampah,
selama ini telah khususnya
dilakukan dengan pengelolaan
swasta, masyarakat sampah pada
dan kelompok Pantai Cempac
pegiatn lingkungan dans sckitarnya
diharapkan dapat - Pola kemitraan
dalam

terus berlanjut

pengelolaan
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sampah tidak
akan pernah
berlanjut dan
berhasil tanpa
pelibatan semua
stake holder
terkait seperh
Pemerintah
Dacrah, BUMN,
swasta,
masyarakat dan
kelompok pegiat
lingkungan

Catatan Lapangan (Observasi Non-Verbal & Konteks Sosial)

Catatan ini mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, hubungan antar subjek, suasana
lingkungan, dan hal-hal tidak terduga yang mendukung atau bertentangan dengan

jawaban wawancara.
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BENEN TR MIAN AGAMA PN NN A
INSHERUE AGAMA ISEAM SEGERE PANE PARE
FARELTAS USM00 0y, ABAR BAN AR WAN
Bt b N W Sernnng VLM Velp (8400 it

VALRRAS NS LI ME N PN EAN

FANULISAN Sh s
NAMA MAAN WA FRINAPUTREFURNAMA AMIR
\Nim 2202086200007
FARLLIAN - USHULLIDDIN, ADAN, DAN DAKWAT
PRAMY ©SOSIOLOGE AGAMA
L + Dinamika Pengelobaan Sampah Pols Kemitraan di Tangzu!
Pantai Cempac
PEDOMAN WAWANCARA
INFORMAN: PEJABAT / PETUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
Kode Responden :
Nzma (Inisial)
Jenis Kelamin
Usa
Lama Tinggal / Lama Bertugas :
Pendidikan Terakhir -
Tanggal Wewancara
A. Pols Kemitraan .
1. Maga ILH memandang kondisi sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae

waat inl, dan seperti apa peran, tugas, scrta fungsi DLH dalam pengelolan sampah &

banasn ternehut?

2 Susps s piuk yang terfibal atsu beketja sama dengan DUN (misalma TN
musyarshat, homunitas lingkungan, scktor swasta), dun bagaimana bentuk somta
sk aniame herhs sana atau koordinasi yang terjalin di antara wnsur-ursor eesebut

| Apekab D memdbikd peogram Musus stau heghatan ritin i Compae wperti borssh
porn edubacs sy arnhat stan peogelolaan bank sampah !
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R R

4 Menunt DUM baguimans dumpaknys ks salsh sty wnor bemiraan idh
memialankan jucanny o dalum siem pemgebolaan sampeh dh bawasan pantai

B Diuamiba & Kendals

$OAM i hendala am g dibadepi DU dulam pelshsanaan bemitrasn
engelluan b di Compoe (misabayn Wrkalt dana, partisipesd masyarahat.

famhian, man Kebipaban), dan bagaimana upaya DL dekam mengatass bendals st

b >
! PAREPARE .

13l

PAREPARE
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INFORMAN: MASYARARAT SERI AR TANGG

UL PANTAL CEMPAE

Kode Responden

Nama (Inoaal)

Jenes Kelamin

Usia

Lama Uinggal - Lama Nertugas :

Pendidian Tershhir ©

langgal Wawancara

o=

-

. Persepsi & Partisipasi

WWNiMMWGPMWa:IW?
Sispa saja yang biasanya terlibat dalam hglmmpeubashmpuh di pantai, dun
sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi?
wmww-ny:hn@munmmilﬂh
mammmam—m

Kendala & Dinamika Sosial
mmw&,mmmmmumm
kebersihan pantai?
memwmmmkmmu
DLH dan komunitas lingkungan?

Apskah ada komunikasi atay pembagian peran yang jelas antara wargs dan
M&mktﬂmlmmnl?

Dampak & Harapan

! WWMnmImmﬂwmmmw&m

tu)munemxmimuyartﬂctiuﬂ
Ape harapan Bapsh/Ibu agar kegiatan kebersihan di Pantai Cempac dapat terus

erlanjut dan bebih efektif ke depannya?
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INFORMAN FENGELOLA ZANGGOTA TPSIIATAL BANK SAMPAH
FARESSE

hode Kespoonien
N (Inaial)
N N lamin
L
Lama Vggal 1L ama Bovtugas ©
Pondadian Torakbie |
Tengenl Wamancara ©
A Operasional & Nemitraan

1 wmwummmmmm
sampah & hawasan terscbut?

<. Dan mana sumber sampah yang dikelols, dan siapa saja pihak yany terlibot atay
mendekung kegiatan ini (misalnya DLH, mosyarakat, LSM, atau swasta)?

Hagaimana bentuk kerja sama dan dukungan yang diterima, termasuk pelatihan atay

bantusn dani pemerintah?

B Tastangas & Solusi

& Aps hesulitan utama dalam peagelolaan sampah di wilaysh Cempac, dan bagaimana
pertivipas masyarakat dalam memilah stau menyetor sampah ke TPS3R?

4. Apshsh kegistan ini berikan manfaat ckonomi bagi masyarakat sekitar?

. Dampak & Harspan

& Pagaomans pengarub kegistan TPSIR terhadap kebersiban pantsi dan linghungaa
whna”

T Aps harspen Ands untuk kebotlanjutan peogram pengelolaan sampah Derbasis
bemnrmee il be dopon’?
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INFORMAN: PEIABAT / FETUGAS PEMERINTAH KELURAHAN
LAKESSI
Kode Respoaden
Nama (tnisial)
Jenis Nelamin

LUsia

Lama Tinggal / Lama Bertugas :
Pendidikan Terakhir :
Tanggal Wawancara ©

A. Pola Kemitraan

t.wwmmmmwmmuﬂu
bagaimana peran kelurshan dulam pengelolaan sampah di kawasan tersebut?

zmmmmmmmnmﬂwmmu
bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi yang dilakukan antara kelurahan dengan pihak-
pihak terschut?

3. Program atau kegintan apa saja yang dilakukan kelurahan bersama mitra dalam
pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempoc?

4. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak dalam pola kemitraan
pengelolaan sampah di kawasan tersebut?

B. Dinamiks dan Kendala

. saja kendals yang dihadapi kelurahan dalam pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan
sampsh di Tanggul Pantai Cempae, dan bagaimana upaya mengatasinya?

6. Menunat pihak kelurmhan, bagaimana dampaknya apabila salah satu pihak dalam kemitraan
tidak menjalankan perannya dengan baik?

€. Hasil dan Evaluni

7. Bagaimana havil stau dampak dari pola kemitraan pengelolaan sampah nm
ebershan Hogkungan dan kesadaran masyarakat di kawasan Tanggul Pantai Compac™!
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‘G\\.mAu Anda, bagaimana dampak kegiatan tersehut terhadap kesadaran masyarakat dan
efektivitas kerja sama lintas instansi?
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